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ABSTRAK
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Wakaf Dan Pertanahan Nahdatul Ulama Kecamatan Jambon Perspektif
Hukum Positif”. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr.
Muhammad Harir Muzakki, M.H.I.
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Praktik pengelolaan wakaf di masyarakat masih belum sepenuhnya tertib
dan efektif, dengan Nazir wakaf belum memelihara dan mengelola aset wakaf
dengan baik dalam berbagai situasi. Hal imikdisebabkan oleh segala problematika
yang dihadapi oleh Nazir dalam men i_meningkatkan aset wakaf, serta
gentingnya  melindungi  dan

tersebut. Nazir memiliki tang ab.sebagai piha g menerima harta benda
wakaf dari wakif untuk dike dengan peruntukannya,
merupakan elemen kunci
berjalan lancar karena ba
dan pemeliharaan yang d
potensi yang sebenarnya
minimum yang ditetapka
Dalam skripsi ini
Kinerja administrasi Nazi
NU) Kecamatan Jambo
positif. Kedua, kinerja
(LWP NU) Kecamatan Ja ah berdasarkan hukum
positif. Ketig inerj nelihare ‘ : B ertanahan
Nahdatul Ulag NP'N : ¢ aa kaf tanah
berdasarkan hukum positi
Penelitian ini 3
metode penelitian kualitatif, yang me

wawancara, observasi d
erja Nazir. Pertama,

ok i
menerapkan metode induksi, ga
Positif.
Hasil penelitian ini menu er
kinerja administrasi Nazirdalam e wakaf tercatat hanya

66 bidang yang sudah bersgrtifikat. Ial inhb&@imEssugildefigan ketentuan Pasal 11
Ayat (2) UU No 41 Tahun 2004 yang mengharuskan seluruh tanah wakaf

bersertifikat. Kedua, pengelolaan tanah wakaf oleh LWP NU juga belum maksimal.
LWP NU belum sepenuhnya memenuhi kewajiban laporan pengelolaan dan
pengembangan wakaf. Ketiga, dalam hal pemeliharaan, LWP NU belum
melakukan pengawasan berkala setelah penyerahan tugas kepada pihak lain,
sehingga pemeliharaan tanah wakaf belum optimal. Ini belum sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Keterbatasan jumlah anggota
pemeliharaan juga menjadi faktor yang memengaruhi kinerja pemeliharaan.

inistrasi, pengelolaan
idak dapat mencapai
esuai dengan standar

g meliputi; Pertama,
ahdatul Ulama (LWP
berdasarkan hukum
ahan Nahdatul Ulama

engan menggunakan
pulan data melalui
ata dilakukan dengan
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pengelolaan wakaf dalam masyarakat masih menghadapi berbagai

kendala yang menghambat tertib dafmefektivitasnya. Nazir wakaf, dalam

banyak kasus, belum sepen an np ga dan mengelola aset wakaf
dengan optimal. Hal ini
meningkatkan dan a karena pemahaman
masyarakat yang ma ga dan memanfaatkan
aset wakaf untuk ke n tujuan awal wakaf
tersebut.!

Nazir sebagai = ¢ anggungyjav enerima harta benda
wakaf dari |
Nazir adalah me ~ af sesuai dengan
tujuannya, menjadikannya el eberhasilan pengelolaan
wakaf. Tanpanya, b
dengan optimal. Na j i rjalan lancar dalam
praktiknya. Hal ini knnﬂekﬂiaﬂk,ﬂ rQilﬂu@ mampu dan efisien
dalam menjalankan tugas mereka. > Akibatnya, hasil pengelolaan wakaf

seringkali tidak mencapai potensi yang sebenarnya, dan wakaf hanya

dilaksanakan sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan.

! Musthofa Kamal, Praktik Pengelolaan Wakaf di Masyarakat: Tertib dan Efektif (Jakarta:
Bentang Pustaka, 2018), 45.

2 Ahmad Syafii Maarif, Dinamika Wakaf di Indonesia: Antara Figh, Sosial, dan Ekonomi
(Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 82.



Dalam Islam, pengelolaan aset wakaf harus dilakukan secara optimal
agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung
kesejahteraan sosial serta ekonomi. Penting untuk meningkatkan kompetensi

Nazir melalui pelatihan dan pembinaan, sehingga mereka dapat menjalankan

Kerjasama antara erkait lainnya akan

memastikan peman untuk kesejahteraan

bersama.*
Pengelolaan as aKe - . omponen vital dalam
menjaga integritas d anjuta Und dang Nomor 41 Tahun

Salah satu tanggu ak : administrasi harta
benda wakaf, yang k 9 Cata tasi, dan pengelolaan
keuangan dengan ce njamin transparansi
dan akuntabilitas d rta memungkinkan
pemantauan yang efelmt t?a(” pQggunaa?dan pe@mbangan aset wakaf.

Tingkat kepatuhan Nazir terhadap regulasi dan peraturan dalam

pengelolaan wakaf di Indonesia adalah isu penting yang memerlukan

3 M. Dawam Rahardjo, Wakaf dan Pengelolaannya (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), 67.

4 Achmad Satori Ismail, Pengelolaan Harta Wakaf di Indonesia: Kajian Yuridis, Syari‘ah,
dan Praktis (Jakarta: Kencana, 2018), 92.

5 M. Syaiful Bahri, Pengelolaan Wakaf di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan
Implementasinya (Jakarta: Kencana, 2018), 56.



perhatian. ® Kepatuhan ini mencakup berbagai aspek seperti pelaporan
keuangan, pemeliharaan properti wakaf, dan distribusi hasil wakaf sesuai
syariat Islam dan hukum positif. Tingkat kepatuhan yang tinggi menunjukkan

efektivitas Nazir dalam menjalankan tanggung jawab mereka sebagai

pengelola harta wakaf dan me gkah penting dalam memastikan
pengelolaan wakaf yang
kepatuhan Nazir terhé
memperbaiki siste ' uruhan, memastikan
efisiensi, transparans : ‘ r akaf. Oleh karena itu,

diperlukan penyediaalis! ' i atihan yang tepat, dan

memastikan manfaat

optimal dari wakaf se 1gan | p-prin ) yang berlaku.®

a .
i pe tama dalam menjaga
l gelol fmalam interpretasi dan
ang sefingkali menjadi K€ndala utama, karena

kelancaran dan efekt
implementasi regula
FPONOROOO

kompleksitas hukum yang terkait dengan wakaf dapat membingungkan Nazir

Bel
praktik pengelolaa

(LWP NU) Kecam

dalam menjalankan tugas mereka dengan baik. selain itu, permasalahan hukum

lainnya seperti ketidakjelasan dalam hak dan kewajiban Nazir, prosedur hukum

& Abdul Ghofur, Pengelolaan Wakaf di Indonesia: Perspektif Hukum, Syariah, dan
Ekonomi (Surabaya: Genta Publishing, 2020), 78.

” M. Amien Rais, Wakaf Produktif: Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat (Jakarta:
Republika, 2017), 45.

8 Munawir Aziz, Pengelolaan Wakaf di Indonesia: Kajian Terhadap Aspek Hukum dan
Praktik (Jakarta: Kencana, 2020), 102.



yang kompleks juga bisa berdampak pada efektivitas pengelolaan wakaf secara
keseluruhan. Oleh karena itu, memahami dan mengatasi kendala ini merupakan
langkah penting dalam memperbaiki sistem pengelolaan wakaf, sehingga
manfaatnya dapat dioptimalkan bagi masyarakat dan sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum yang berlaku.®

Perlunya perbaikan dap#penguatar pengelolaan wakaf Lembaga
Wakaf dan Pertanahan A ) Kecamatan Jambon
menuntut langkah-langka ' perspel ukum positif. Upaya
tersebut mencakup t @n untuk | 3 emahaman Nazir tentang
wakaf, menguatkan
serta mengatur pra
tentang wakaf, akan

melibatkan

dengan adil dan seSUai : laku. 1 Mekanisme
pengawasan yang efi
secara proporsional ates tMWAﬂ,rnn Qvﬂ)rﬂik pengelolaan wakaf
berada dalam kerangka hukum yang jelas dan terukur. Selain itu, mengatur

praktik wakaf akan memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dan sesuai

9 M. Muzakir, Hukum Wakaf di Indonesia: Aspek Teoretis dan Praktis (Jakarta: Rajawali
Pers, 2020), 68.

10 A. Mukti Ali, Hukum Islam di Indonesia: Antara Idealisme dan Kenyataan (Jakarta:
Rajawali Pers, 2019), 112.



dengan tuntutan zaman, sehingga memfasilitasi pengelolaan wakaf yang lebih
efisien dan efektif di tingkat lokal.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu memberikan perlindungan

hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf

di Lembaga Wakaf dan Pertanah Ulama (LWP NU) Kecamatan
keseluruhan. Dengan
demikian, sistem pe tif, dan berlandaskan
prinsip-prinsip huk manfaat yang lebih
besar bagi masyarak sosial ekonomi yang
berkelanjutan di wila

Nazir juga bertaRgging jawab untuk ngelola’ dan mengembangkan
arapkan,
Nazir dapat menge

e
dioptimalkan bagi masyar i
ini memerlukan penlm
untuk memaksimalkafn*hasi st

a manfaatnya dapat

S
engan insip syariah.!? Tugas
lnen yang mendalam

umbu aset wakaf, sambil
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tetap menjaga nilai-nilai moral dan keadilan sosial yang menjadi inti dari

konsep wakaf. 13

1 Achmad Ali, Wakaf: Tinjauan Hukum Islam dan Praktik di Indonesia (Jakarta: Sinar
Grafika, 2021), 78.

12 Sudarsono Soedomo, Pengelolaan Harta Wakaf: Studi Tentang Implementasi Peraturan
Perundangan di Bidang Wakaf (Jakarta: Rajawali Pres, 2020), 45.

13 Ahmad Basor, Wakaf di Indonesia: Antara Tradisi dan Modernisasi (Jakarta: Gema
Insani Press, 2020), 67.



Nazir juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan melindungi harta
wakaf dari kemungkinan kerusakan atau penyalahgunaan. Hal ini mencakup
pemeliharaan fisik dan perlindungan hukum terhadap properti wakaf, serta
pengelolaan risiko terkait investasi atau penggunaan aset wakaf. Dengan

menjalankan tugas-tugas ini secara te an proaktif, Nazir dapat memastikan

dalam pengelolaan enjaga integritas dan

efektivitas praktik wi b
Kinerja Nazir emampuannya dalam
mengelola aset wa transparansi  dalam
penggunaan dana, yang sesuai dengan
elakukan

a|aksanakan semua

positif bagi masyara i : sosial serta ekonomi

melalui pemanfaatan i

Lembaga WakafidatPer@nared NERd AN L‘lmQ_WP NU) merupakan
lembaga yang bergerak di bidang wakaf dan pertanahan yang diinisiasi oleh

Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia. LWP NU

14 M. Amin Abdullah, Tata Kelola Wakaf: Teori dan Implementasi di Indonesia (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2019), 72.

15 Tata Fathurrohman dkk, “Analisis Deskriptif Tentang Kinerja Nazir Wakaf,” Jurnal,
Mimbar, Vol 31, No. 2 (Desember, 2014), 233.



memiliki peran penting dalam pengelolaan aset wakaf dan pertanahan untuk
kepentingan umat dan masyarakat di Kecamatan Jambon.

Hasil observasi awal di LWP NU Kecamatan Jambon menunjukkan
adanya kesenjangan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban Nazir,

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

Wakaf. Tugas dan tanggung jawe m sepenuhnya terlaksana secara
baik dan optimal. Sala
problematika yang har
tanah tidak bersertif ikasi wakaf dan lain-
lain. Hal tersebut me a tugas dan tanggung
jawab seorang Nazir

Dengan demi elakukan penelitian
mengenai analisis Ki am karya tulis ilmiah

Lembaga Wakaf camatan Jambon

dari Perspektif Hu' ln n
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16 Obeservasi, 06 Februari 2024.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan paparan di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi dan
dirumuskan adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kinerja administrasi Nazir Lembaga Wakaf dan Pertanahan
Nahdatul Ulama (LWP NU) Kecamatan Jambon berdasarkan hukum

positif?

2. Bagaimana kinerja penge gbaga Wakaf dan Pertanahan

Nahdatul Ulama pon berdasarkan hukum
positif?

3. Bagaimana kine akaf dan Pertanahan
Nahdatul Ulama m pengelolaan wakaf
tanah berdasarka

C. Tujuan Penelitian
Berdas penelitian ini
dapat dirumuskan s

1. Untuk mengetahui Strasi  Nazir Lembaga Wakaf dan

kinerja ad
' ﬂ | ﬂJambon berdasarkan

2. Untuk mengetah@i* Kiderja¥ p€ibelblaaf» Vidir €llembaga Wakaf dan

Pertanahan Nahdatul Ulama (LWP NU) Kecamatan Jambon berdasarkan

Pertanahan Nahd

hukum positif.

hukum positif.
3. Untuk mengetahui kinerja pemeliharaan Nazir Lembaga Wakaf dan

Pertanahan Nahdatul Ulama (LWP NU) Kecamatan Jambon berdasarkan



hukum positif.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan banyak manfaat baik bagi diri
sendiri maupun orang lain, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun uraian
manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitig ikan kontribusi yang berharga
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian apkanfdapati membe asukan yang berarti
bagi LWP NU ¢ anaka dan fungsinya sesuai

dengan prinsip-prifiSipsy ) “ namdantbaik.

Peneliti juk : : mnya yang
relevan dengan topi psi utamanya adalah

skripsi yang ditulis oleh Andi Dia anti berjudul "Peran Kantor Urusan

Agama dalam Sertifi
Kasus di KUA Kecamat otire,
tersebut mengungkapkdh BahwWalprédes Bertifikasl fanl wakaf di Kecamatan

Bontotiro melibatkan berbagai tahapan, mulai dari musyawarah keluarga ahli

ngketa Wakaf (Studi

kumba)." Penelitian

waris hingga sertifikasi olen Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun,
proses ini menghadapi sejumlah hambatan, seperti kurangnya persetujuan

tertulis dari ahli waris, Nazir yang memiliki pekerjaan lain, serta ketiadaan
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petugas tetap di KUA untuk menangani tanah wakaf. Untuk mengatasi
hambatan tersebut, beberapa upaya mitigasi dilakukan, seperti memberikan
kebijakan bagi Nazir dan wakif untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari
ahli waris melalui pejabat PPAIW, penunjukan petugas tetap di KUA oleh

pemerintah, dan penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat serta Nazir

minimal dua tahun sekali di k tiro, Kabupaten Bulukumba.’
Penelitian ini menganalis
wakaf versus kinerja

Skripsi yang d h NutsiTa ber;j Peran Kantor Urusan
Agama dalam Serti ' ‘Waka < / lian Sengketa Wakaf
(Studi pada KUA Ba
terkait dengan prose emastikan kepastian
hukum. Peneliti mencegah
terulangnya kesalahan tersebut

meliputi penyusunan pedoman ya gatur proses persetujuan sertifikasi

aset wakaf, pembuat I n teftu if kepada Nazir, serta
perencanaan ikrar wakaf nyassa dalam¥s€tahun melalui Nazir
untuk sertifikasi tanahywelgaf Repelitign jni jyge ngepelgapkan bahwa meskipun

tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat bisa meminimalisir risiko kesalahan,

sertifikat hak atas tanah tetap sangat penting sebagai bukti legalitas dan

17 Andi Dian Novianti, “Peran Kantor Urusan Agama dalam Sertifikasi Harta Wakaf
sebagai Upaya Mitigasi Sengketa Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten
Bulukumba),” Tesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.
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pengakuan hukum.*® Penelitian ini menganalisis proses sertifikasi dan mitigasi
sengketa wakaf versus kinerja Nazir dalam pengelolaan wakaf tanah
berdasarkan hukum positif.

Skripsi yang ditulis oleh Intan Nur'afifah berjudul "Analisis Tugas Nazir

Wakaf Berdasarkan Undang-Undang 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di KUA

Kecamatan Rengat Bar
daya manusia yang be ah wakaf. Akibatnya,
Nazir tidak dapat me mal. Dari lima Nazir
yang menjadi objek ¢ jalankan tugas sesuai

dengan ketentuan Unddho 0. )04} sedangkan tiga Nazir

Undang-Undang aan wakaf tanah

berdasarkan hukum positif.

Skripsi yang dittlis Im a ganjueul "Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Pengélol g TanafWakaf (Studi di KUA
Karang Tengah, Cilﬁgwaaanapa %&Iaan tanah wakaf di

Kecamatan Karang Tengah masih kurang optimal dan belum dikelola dengan
maksimal, sehingga hasil yang diperoleh belum menunjukkan peningkatan

yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan atau

18 Andi Dian Novianti, “Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dan pengawasan
tanah wakaf (studi di KUA Karang Tengah, Ciledug)” Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2023.

1% Intan Nur’afifah, “Analisis Tugas Nazir Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No. 41
Tahun 2004 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Rengat Barat),” Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2020.



12

pengetahuan Nazir dalam aspek manajemen tanah wakaf. Meskipun ada
peluang untuk memanfaatkan tanah wakaf di Kecamatan Karang Tengah,
potensi ini belum dioptimalkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. %
Penelitian ini mengkaji bagaimana pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf

di KUA Karang Tengah terkait deng inerja administrasi, pengelolaan, dan

pemeliharaan Nazir menuru

Skripsi yang dis leh | : ) gelolaan Wakaf Tanah
di Pimpinan Daera ru" mengungkapkan
bahwa pelaksanaan N wakaf tanah belum
berjalan dengan efek asian. Ini terlihat dari
kurangnya efektivi anisme kerja, yang
mengakibatkan beb Jan terus mengalami
berbagai

sistem manajeme

tanah wakaf versus kinerja admipis ngelol dan pemeliharaan Nazir
berdasarkan hukum i

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan PendeRatdhipenelifigh B © € ©

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bertujuan
untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam realitas kehidupan

masyarakat. Fokus utamanya adalah pada konteks situasi dan kondisi saat

2 Imam Saputra, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah
Wakaf (Studi di KUA Karang Tengah, Ciledug),” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

2L Fadhila, "Pengelolaan Wakaf Tanah di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota
Pekanbaru," Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
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ini, serta interaksi yang terjadi dalam lingkungan sosial tertentu tanpa
adanya campur tangan atau manipulasi dari peneliti. Subjek penelitian bisa
berupa individu, kelompok, lembaga, atau komunitas yang berkaitan
dengan topik penelitian. Pendekatan penelitian lapangan memungkinkan

peneliti untuk mengamati dan menganalisis fenomena sosial secara

langsung, memberikan wa ebih mendalam tentang realitas

yang ada. Dalam hal j ek p kinerja Nazir di LWP NU

Penelitian ene|( atan® kualitatif, di mana
penelitian meng ividu dalam konteks
alami mereka s¢

yang mereka ¢ . : kanRtlata deskriptif berupa

kata-kata atau ataan esponde diamati.?

en utama melibatkan penilaian
terhadap sejuml . ] er an tentang metode
penelitian kualita ian da enelitial yang menjadi fokus,
serta kesiapan pe@itECﬁ n@yﬂru&un&( %Iakukan penelitian di
lapangan, baik dari sisi akademis maupun logistik. Peneliti bertanggung

jawab untuk melakukan evaluasi diri guna menilai sejauh mana

pemahaman dan kesiapan mereka dalam melaksanakan penelitian. Tujuan

22 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2002), 53.
23 Sudarto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 64.
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dari validasi ini adalah memastikan bahwa peneliti memiliki pengetahuan
yang mendalam tentang metode yang akan diterapkan, penguasaan yang
kuat dalam bidang studi yang diteliti, serta kesiapan secara keseluruhan
untuk melaksanakan penelitian secara efektif di lapangan. >* Dengan

adanya validasi ini, peneliti dapat, memastikan kesiapan penuh mereka

untuk terjun ke lokasi pene ankan proses penelitian dengan
baik.
3. Lokasi Penelitia

Penulis me LWP.N ﬂ 1 Ja Kabupaten Ponorogo

emberi potensi yang

Nazir LWP NU Kecamatan abupaten Ponorogo. Selain itu,

penelitian ini bertéjia I rjadinya pengelolaan
aset wakaf yang Kural ti sehing@@ hasilnyapun kurang

maksimal untuk masygrakaty ¢3 | © O O

24 M. Junaidy Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta:
Ar-Ruzz Media, 2012), 103.
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4. Sumber Data
a. Data Primer
Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan dilakukan melalui
pengumpulan informasi langsung di lokasi penelitian. Pendekatan ini

dipilih karena data yang relevan di area tersebut memiliki keterkaitan

yang erat dengan sedang diteliti. Metode ini
memungkinkan peRgiiti ntuk mend ) informasi dan fakta yang
ial di wilayah tersebut,
yang akan itian. %> Pengumpulan

data di loka k berinteraksi secara

langsung der , a da pihakiterkait, seperti Ketua,

yang dihasi administrasi, pengelolaan dan

pemeliharaa Jambon.
b. Data Sekund
n a li ini merujuk pada
8 /104y e

informasi yang tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, tetapi

diperoleh melalui perantara seperti pihak lain atau dokumen tertulis.

Dalam konteks penelitian ini, sumber data sekunder mencakup

% Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2022), 226.
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wawasan yang diperoleh dari masyarakat sekitar yang memiliki
pengetahuan terkait dengan isu yang sedang diteliti. Selain itu, data
sekunder juga mencakup referensi dari buku-buku, jurnal, artikel, dan
penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik yang diteliti. %

Sumber-sumber ini berfungsi sebagai panduan dan referensi yang

membantu memperda an peneliti mengenai konteks

masalah yang se liteliti, ser kung analisis dan hasil

Indonesia: Tinjauan
ainal Abidin.
mad Syafii Antonio.

ap Teori, Praktik, dan

a. Wawancara
Wawancara adalah metode penelitian yang memungkinkan

peneliti berinteraksi langsung dengan informan untuk mengumpulkan

% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2022), 235.
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informasi yang relevan. Dalam wawancara, peneliti berkomunikasi
secara langsung dengan responden, menggunakan pertanyaan yang
terstruktur atau terbuka untuk memahami subjek penelitian dengan
lebih baik. Melalui dialog ini, responden dapat menyampaikan
pandangan, pengalaman, dan opini mereka tentang topik yang diteliti.

Metode ini sangat penting dal@m pengumpulan data kualitatif karena

memberikan  kesen Al mengeksplorasi  aspek-aspek
kompleks dari IMENagyang«se .‘ g dikaji. Dalam penelitian ini,
peneliti me Wi an Kétua LWP NU untuk
dengan Koordinator
harta wakaf, serta

g proses wakaf dan

untuk mengamati
fenomena atau situasi tert cara langsung tanpa mempengaruhi
atau mengu I I endidikan, psikologi,
atau evaluasiski i eran penting dalam
pengumpuladi*datad yadg Gkull dah Héndalem. Dari memantau
perilaku obyek penelitian hingga memantau interaksi sosial manusia
di masyarakat, penggunaan observasi membantu memahami pola,

dinamika, dan Kkarakteristik berbagai fenomena, memberikan

wawasan Yyang berharga untuk penelitian, pengajaran, dan



18

pengambilan keputusan. Penulis melakukan observasi terhadap LWP
NU dalam pelaksanaan pengelolaan harta wakaf.
c. Dokumentasi
Dokumentasi  merupakan  proses untuk  menemukan,

mengumpulkan, dan menganalisis informasi yang terdokumentasi

dalam berbagai bent §, gambar, atau media lainnya.
Proses ini melib asuk identifikasi sumber
data yang re lan data dari sumber-
sumber ters an data, serta analisis

untuk menoa ng berguna.?’ Penulis

berkaitan  dengan

6. Analisis Data

Analisis engelolaan wakaf di
masyarakat masi dald dan kur@ngnya efisiensi Nazir
dalam pengelolaaﬁaﬁ ab wnwa&e aman Nazir tentang

pentingnya wakaf juga menjadi faktor utama dalam ketidakoptimalan
pengelolaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya meningkatkan Kinerja

Nazir dan peningkatan pemahaman Nazir tentang wakaf. Selain itu, tingkat

27 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Yogyakarta:
Rineka Cipta, 2002), 134.



7. Pengecekan Keabsa
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kepatuhan Nazir terhadap hukum positif dan penyelesaian hambatan
hukum yang dihadapi juga menjadi fokus dalam perbaikan sistem
pengelolaan wakaf. Dengan demikian, langkah-langkah konkret untuk
meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kepatuhan Nazir terhadap

hukum positif menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan

wakaf secara keseluruhan.

langkah yang sangat
krusial dalam pengelolaan wakaf di
LWP NU Kec ini, metode yang
digunakan untu asi. Triangulasi dalam
konteks ini men akuratan data dengan

berbeda, teknik

berbagai pihak angan, dan otoritas
keagamaan; tria i igunakan mencakup
wawancara, obsewsi awal'as R langulasi waktu, yang
melibatkan pengumpulan data pada periode yang berbeda untuk menilai
konsistensi kinerja Nazir. Dengan penerapan triangulasi ini, diharapkan

keandalan dan validitas data yang diperoleh dapat terjamin, sehingga

195.

28 Tohirin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014),
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menghasilkan temuan yang lebih kuat dan kredibel dalam analisis kinerja
Nazir terkait pengelolaan wakaf di LWP NU Kecamatan Jambon dari
sudut pandang hukum positif.?°

Tahapan Penelitian

Penelitian ini melibatkan beberapa tahapan penting yang dibagi

menjadi tiga fase utama: pre pekerjaan lapangan, dan analisis
data.
Pada tahaf ‘ feliti méMlai dengan menyusun
rancangan pene : [ | todologi, dan teknik
okasi penelitian yang
relevan dengan , pengurus perizinan
dilakukan untuk k administratif telah
terpenuhi. Prose juga penting untuk
me
peneliti memi esuai, yang dapat
memberikan dat uk penelitian.

Pada fas

belakang peneli a

d r
FPONOROGO

memasuki lokasi. Setelah itu, peneliti secara aktif memasuki lapangan dan

terlibat langsung dengan komunitas atau subjek penelitian. Selama

interaksi ini, peneliti mengumpulkan data melalui observasi dan interaksi

293, Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1998), 126.
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sosial yang terjadi, sehingga dapat mendapatkan informasi yang lebih kaya
dan mendalam.

Akhirnya, dalam tahap analisis data, peneliti melakukan reduksi
data untuk menyaring informasi yang relevan dan signifikan. Setelah itu,
penyajian data dilakukan untuk menyusun temuan dalam format yang jelas

dan terstruktur, sehingga me bkan pemahaman dan analisis lebih

lanjut terhadap hasil peg N ye diperoleh. Proses ini sangat

penting untuk me tkan _bahy dihasilkan akurat dan

bermanfaat bagi
G. Sistematika Pemba

BAB I : PENDA

pagai pengantar yang
umum un ¢ . am  bab ini, peneliti
ilihan topik.
anyaan-pertanyaan
yang timbul dari latar ang tersebut. Selanjutnya, bab ini
mencakup n atipenelitian, relevansi penelitian
baik dari segiite puRpr elaah puStaka juga disertakan,
berisi ulasai®teRfang\peficlitid sébeIuRiny&lyang relevan sebagai
perbandingan, serta tinjauan literatur yang mendukung kerangka
teori penelitian. Metode penelitian yang akan digunakan juga

diuraikan, mencakup pendekatan, teknik pengumpulan data, dan

analisis yang diterapkan. Di akhir bab, terdapat sistematika



BAB 11

BAB Il

22

pembahasan yang memberikan gambaran tentang bab-bab
selanjutnya, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi
penelitian.
: WAKAF DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Bab ini menguraikan secara komprehensif mengenai wakaf

dalam hukum positif di gpesia. Dalam bab ini, peneliti akan

akafan dari peratuan
Secara spesifik juga

akan diba ai Kinerja diatur oleh Undang-
PENGELOLAAN

gambaran umum

lokasi penelitian serta akta relevan yang ditemukan di

lapangan terkai ga I Ja dalam pengelolaan
wakaf di amata n. BaBlini akan menjelaskan
konteks gedgfafishliffgkufigeniertesgek-a8Pek lain yang berkaitan
dengan kinerja administrasi, pengelolaan dan pemeliharaan yang
telah dilakukan oleh LWP NU Kecamatan Jambon sebagai tempat

penelitian, sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik

tentang situasi dan kondisi yang ada.



BAB IV

BAB V
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: KINERJA NAZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI
LEMBAGA WAKAF DAN PERTANAHAN NAHDATUL
ULAMA KECAMATAN JAMBON PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF

Bab ini akan menjelaskan kinerja administrasi Nazir dalam

pengelolaan wakaf di Lepabaga Wakaf dan Pertanahan Nahdatul

Selain itu, Sis - kinerjag Naziritalam pengelolaan dan

yang memengaruhi
Kinerja Na ble a ya pi dalam pengelolaan

wakaf tana

istemuan dan analisis

yang telah dipaparkan sef a, memberikan jawaban terhadap

pertanyaan=per an m h. Selain itu, bagian
ini jugam j a ditujuk@h kepada pihak-pihak
terkait untdk*mEfingkatkah Kifierjalddhliebijakan di masa depan.

Penutupan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang

signifikan bagi pengembangan pengelolaan wakaf di Indonesia.



BAB Il

WAKAF DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Latar Belakang Lahirnya Hukum Positif

Lahirnya hukum positif berakar dari upaya manusia untuk menciptakan

ketertiban, keadilan, dan kete masyarakat. Hukum positif

merupakan kumpulan at prapkan oleh otoritas yang
sah dalam sebuah neg am atau norma-norma
moral !

Beberapa faktc irnya hukum positif
antara lain:

1. Kebutuhan Akan

ungsi sebagai instrumen untuk

menegakkan atur r
2. Perkembangan So kon
Perkembanw\ &Iaﬂ arusaal darakonomi sering kali

menuntut adanya peraturan baru untuk mengakomodasi perubahan dalam

struktur masyarakat, hubungan bisnis, dan teknologi.?

! Sudikno Mertokusumo, Sejarah Perkembangan Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1998), 42.
2 Satjipto Raharjo, llmu Hukum Indonesia (Jakarta: PT Citra Bakti Aditya, 2001), 18.

24



3. Kekuasaan Negara
Negara memiliki otoritas untuk menetapkan hukum melalui lembaga
legislatifnya. Ini mencakup pembentukan, pengesahan, dan pelaksanaan
hukum. Kekuasaan ini berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban

umum.

4. Konsep Kedaulatan
Hukum positi 2daulatan negara. Melalui
hukum, negara daj pentingan umum yang
harus dipatuhi ole
5. Pandangan Filsaf
Dalam sej ilsuf dan ahli hukum

seperti John Austi ngkan teori-teori yang

dipatuhi oleh masyarakat.

Hukum positif erubahan kebutuhan
masyarakat dan peru u intahafi@an sosial.® Ini adalah
proses dinamis yangmmegcenqinkan ghageinang ¢mesyarakat mengelola
kehidupan bersama mereka melalui aturan yang sah. *

Pengaturan wakaf di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan

yang tercermin melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan fatwa.

3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 1986), 9.
4 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi
Muatan (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 35.



Salah satu tonggak penting dalam sejarah pengaturan ini adalah disahkannya
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada 27 Oktober 2004.
Undang-undang ini dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang jelas
dan menyeluruh terkait pelaksanaan serta pengelolaan wakaf di Indonesia.

Dalam proses pembentukannya, undang-undang ini melibatkan berbagai

pemangku kepentingan, dengan 3 untuk memberikan kepastian

tentang Wakaf, pemerififah an Pe ememintah Nomor 42 Tahun

2006. Peraturan ini » ¢ “te Aprosedural yang lebih

menetapkan ta ab KeWa)i 4 akaf) dalam

mengelola harta be

Dalam upaya u ) e Syaratan pendaftaran
tanah wakaf, Kement€fian i itkdn Peratliran Menteri Agama
Nomor 73 Tahun 201 Pﬁtuw i&de\cW ﬂuﬁmmberikan pedoman

yang jelas dan operasional bagi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah

wakaf, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya sengketa serta

5 Syamsul Ma‘arif, Undang-Undang Wakaf di Indonesia: Sejarah dan Implementasi
(‘Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 30.



memastikan bahwa tanah wakaf terdaftar secara resmi dan dilindungi oleh
hukum.®

Selain itu, dalam rangka menyebarluaskan pemahaman serta
implementasi hukum Islam, termasuk hukum mengenai wakaf, Presiden

mengeluarkan Instruksi Presiden No Tahun 1991 tentang Penyebarluasan

Kompilasi  Hukum ini  bertujuan  untuk

mengharmonisasikan pan J'.;\\-il%'“a\ .'?'{_v“a um Islam di Indonesia,
penerapannya dapat

Fatwa Majelis peran penting dalam
pembentukan kebijak emberikan panduan
keagamaan yang laska Lonsep riah terkait wakaf,
memberika . ‘ ang, diatur dalam
undang-undang, serta.n am dalam kegiatan

wakaf.” Fatwa MUI sering kali digQ Sebagai rujukan oleh pemerintah dan

masyarakat dalam mengi an hukum wakaf di
Indonesia.

Tujuan dan Prinsip-;r'n"» mawwwn@Wakaf

Undang-Undang Wakaf di Indonesia, khususnya yang diatur dalam
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menetapkan tujuan dan

prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan hukum serta panduan operasional

132.

6 Rahmat Hidayat, Transformasi Wakaf di Era Modern (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), 100.
7 Abdul Halim, Teori dan Praktik Wakaf di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018),



dalam pengelolaan wakaf. Tujuan dan prinsip-prinsip ini dirancang untuk
memastikan bahwa wakaf dikelola secara efektif dan transparan, serta
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan umum dan
keagamaan sesuai dengan syariat Islam sebagai berikut:

1. Dasar UU Wakaf

a. Pengembangan dan Pengelolaami/akaf yang Lebih Efektif

secara profesic ansb3 aRuntabeli8ehingga manfaat yang
diperoleh da bagi kesejahteraan

masyarakat.
b. Meningkatka
umen ekonomi yang
berpe atke : aa ama dalam

mendukung : gperti  keagamaan,

pendidikan, kesehatan, dan I3 sosial lainnya.

er
a iybe memBeFikan jaminan hukum

kepada wakif (PEmb8ri Wakar), HBZhik foehdel8ld wakaf), dan maukuf

‘alaih (penerima manfaat wakaf). Hal ini mencakup upaya untuk

c. Kepastian Hu

Undang

memastikan kepastian hukum dalam pengelolaan serta pemanfaatan

harta benda wakaf.



d. Pengintegrasian Melalui Sistem Hukum Nasional
Undang-undang ini  bertujuan  untuk  mengintegrasikan
pengelolaan wakaf dengan sistem hukum nasional, sehingga wakaf
dapat diakui dan diatur dalam kerangka hukum yang berlaku di

Indonesia. 8

2. Prinsip-prinsip Dasar Undang
a. Harta benda yang di permanen dan tidak dapat

ditarik kembali af harus dipertahankan

keutuhannya an awal dari wakaf
tersebut.
b. Wakaf memil a segala manfaat atau

hasil dari harta T ) an untbk tujuan komersial atau

a harus didedikasikan

transparansi  dan

akuntabilitas oran yang jelas dan

pengawasan g untilk memastikan bahwa

harta wakaf dik€lola n yan

I defig
FONOROGO

serta mematuhi peraturan yang berlaku.

itetapkan oleh wakif

d. Kesinambungan dan Keberlanjutan Pengelolaan wakaf harus dirancang

untuk memastikan bahwa manfaat wakaf dapat terus dirasakan oleh

8 Amir Syarifuddin, Hukum Wakaf di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007), 45.



penerima manfaat dalam jangka panjang, melalui upaya-upaya yang
berkelanjutan dalam pengembangan dan pemeliharaan harta wakaf.

e. Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf, termasuk nazhir,
diwajibkan untuk mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Ini

mencakup kepatuhan terhadap peraturan khusus mengenai wakaf serta

hukum lain yang relevan gtikan bahwa pengelolaan wakaf
berjalan sesuai den
Prinsip-prinsi ,. -‘ ( memastikan bahwa wakaf
berfungsi secara ¢ ontribusi sosial, serta
untuk melindung yang terlibat dalam
proses wakaf.
C. Isi Undang-Undang
Seluruh regulasi | r hingga peraturan
pemerint
mencerminkan ko Itas keagamaan dalam mengatur

serta memfasilitasi ti ini bertujuan untuk
memastikan bahwa a anfaatlyang maksimal bagi

masyarakat dan umat.

FONOROGO

1. UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berfungsi

sebagai landasan hukum utama yang mengatur pelaksanaan wakaf di

% Abdul Manan, Aspek Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia (Jakarta: Prenada
Media, 2005), 32.



Indonesia. UU ini mencakup definisi wakaf, syarat-syarat yang harus
dipenuhi, jenis harta yang dapat diwakafkan, prosedur perwakafan, serta
mekanisme pengelolaan dan pengawasan terhadap wakaf. Berikut adalah
beberapa poin kunci dari Undang-Undang ini:

a. Pasal 1 Pengertian Wakaf

tujuan ibadah atau

gkan harta atau aset

mereka untu publik. Harta yang

disumbangkan sl akénGikeldla Qa@nﬂ umum atau menjadi
wakaf (trust) untuk kepentingan masyarakat.!? Konsep dasar wakaf

meliputi beberapa poin penting:

10 Hanafi Yahya, Implementasi Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat
(Jakarta: Erlangga, 2019), 118.

11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

12 M. Yusuf, Pengantar Hukum Wakaf (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 25.



1) Niat Ibadah
Wakaf adalah sebuah tindakan ibadah di dalam Islam.
Seseorang yang melakukan wakaf harus memiliki niat yang tulus
untuk mengharapkan pahala dari Allah Swit.

2) Kepemilikan Yang Diperuntukkan

Prinsip dasar bahwa harta atau aset yang

diwakafkan tid dimilik fdiyidu atau kelompok yang

put dimiliki oleh entitas
wakaf da ntukk g telah ditetapkan.

3) Tujuan A

erikan manfaat bagi

seperti pembangunan

d membantu individu yang

ahrsat h bahwa manfaatnya
diharapka ber Misallya, jika seseorang
membanguFeBahﬁa a% v%afdnaka masjid tersebut

akan terus memberikan manfaat kepada umat Islam selama masa

4)

penggunaannya.

13 Ahmad Ridwan, Hukum Wakaf: Tinjauan Teoritis dan Praktis (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2015), 60.



5) Perpetuity
Wakaf, dalam idealnya, adalah abadi. Aset yang diwakafkan
diharapkan untuk memberikan manfaat kepada umat manusia secara
berkelanjutan, bahkan setelah pemiliknya meninggal .4

6) Manajemen Amanah

7)
nya dianggap sebagai
amal yang « satditarik VOE€able), dalam beberapa

3si atau mengalihkan

ural’ hukumm dan peraturan yang
mengatur a ngelol@@n, pemanfaatan, dan
perlindunglhﬂ\&ao ROOGO

Pemahaman konsep dasar wakaf ini penting untuk memastikan

8)

bahwa praktik wakaf dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan dapat

memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

14 Muhammad Syahrur, Wakaf dan Pembangunan Sosial Ekonomi (Bandung: Pustaka Setia,
2012), 30.

15 Muhammad Daud Ali, Wakaf dan Perwakafan di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers,
2002), 88.



b. Pasal 5-7 Mengatur Syarat Harta Benda Perwakafan
Pasal 5 hingga Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf mengatur mengenai harta benda yang dapat
diwakafkan dan syarat-syarat untuk perwakafan. Pasal 5 menjelaskan

jenis-jenis harta yang boleh dijadikan wakaf, yang mencakup baik benda

bergerak maupun tida al 6 menegaskan bahwa harta

benda wakaf har a dan digunakan sesuai

dengan tujuan itu, Pasal 7 mengatur

Syarat-syarat ) sahnya wakaf dan

Tentang Wakatf:

1. Wakif enda yang akan
diwakafkan.

2. Wakif seba
a. perseora
b. organisa:
c. badan hu

1. Wakif harusme
a. dewasa; w W
b. berakal sehat;
c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
d. pemilik sah harta benda wakaf.
Pasal 7
1. Wakaf dilakukan dengan pernyataan kehendak Wakif yang
diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazir di hadapan
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

16 Sri Wahyuni, Wakaf: Landasan Hukum dan Praktik di Indonesia (Bandung: Alfabeta,
2020), 144,



2. Pernyataan kehendak Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW.

3. Dalam hal Wakif menyatakan kehendaknya secara tertulis,
pernyataan kehendak Wakif tersebut dapat dilakukan tanpa
kehadiran Wakif.

Pasal-pasal ini mengatur siapa yang berhak menjadi Wakif, syarat-

syarat yang harus dipenuhi olehgalon Wakif, serta prosedur pelaksanaan

wakaf. Hal ini men pyampaian ikrar wakaf dan
pembuatan Akta . ak .% an bahwa seluruh proses
berlangsung se berlaku.’

tersirat mendukung
konsep wakaf til jaka ungkin tidak secara
eksplisit diseb likutip dalam konteks
wakaf antara I
1)

Artinya: "Allah meng an (keberkahan dari) riba dan

enyukai setiap orang
liman

Meslruoiwe@ laposumg nenyeputkan wakaf, ayat ini

menekankan pentingnya memberikan sedekah atau infag, yang
dapat diinterpretasikan sebagai amal kebajikan yang meliputi pula

wakaf.18

17 UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
18 Abdul Karim Zaidan, Aspek Hukum Wakaf dalam Pembangunan Berkelanjutan
(Yogyakarta: Gama Media, 2018), 55.



2) Surah al-Imran, ayat 92:
o PN Tt P Pt S SR p- S DRI T PEAEs
@ sle 4 dl H8 o005 (13088 Lag 0505 e 15088 2 501 11 ()

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang
sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta
yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”

Ayat ini pentingnya untuk memberikan

sebagian harta gai bagian dari kebajikan.

Meskipun butkan wakaf, prinsip
memberi i jan ‘ dapat dihubungkan
dengan K da ayat yang secara
langsung da di dalam al-Quran

tentang ' harta unt htiRgan umum dan amal

agar sesuai insi i Islam. Berikut adalah
penjelasan m
Syarat-

1) KepemilikHSQ NOROGO
Barang atau harta yang akan diwakafkan harus menjadi milik wakif
(pemberi wakaf) secara sah. Ini berarti barang tersebut tidak boleh

dalam kepemilikan orang lain atau sedang dalam sengketa hukum.

19 Zainuddin Maliki, Wakaf Produktif: Solusi Pemberdayaan Ekonomi Umat (Surabaya:
Bintang Media, 2016), 80.



2) Kesesuaian dengan Syariah
Wakaf harus mematuhi syariat Islam, yang berarti tidak boleh
bertentangan dengan ajaran Islam dalam segala aspek.

3) Niat yang Murni

Wakif harus memiliki niat yang tulus saat melakukan wakaf, yaitu

bertujuan untuk me h dan memberikan manfaat bagi

4)
an dengan jelas oleh

atau perselisihan di

penting yang harus

as harta atau barang apa yang

p&irﬁn aum atau kepentingan

tertentu yang sudah ditentukan secara jelas.

20 syafi'i Antonio, Panduan Lengkap Wakaf: Teori dan Praktik (Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 2017), 70.



3) Penerimaan dan Persetujuan
Pihak yang menerima wakaf harus menerima dengan sepenuh hati
dan tanpa paksaan.

4) Memiliki Kedudukan yang Tetap

Barang atau harta yang diwakafkan harus dimiliki oleh pihak

penerima manfaat se aitu tidak boleh diperjualbelikan

5) Ketentuan

Syarat da ‘ liubah setelah wakaf

angat kuat dan sesuai

al yang sangat penting
dan kehendak®Alla

c. Pasal 8-21 M ur ak benda, baik bergerak
maupun tidak , adal ting regulasi wakaf
Pasal 8 MMgga ng-U g Nomor 41 Tahun

FPONOROGO

2004 tentang Wakaf menetapkan aturan terkait perwakafan harta benda,

a
a

baik bergerak maupun tidak bergerak. Pasal 8 sampai 15 fokus pada
prosedur perwakafan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan,

sementara Pasal 16 hingga 21 membahas tata cara perwakafan harta

2L Abdul Mujib, Wakaf dalam Hukum Islam (Bandung: Alfabeta, 2014), 40.



bergerak, termasuk uang, surat berharga, kendaraan, dan berbagai aset
lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

d. Pasal 22 hingga 29 dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan harta

benda wakaf

Pasal 22 hingga 29 g-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf meg
benda wakaf. D an mengenai tugas dan
tanggung jawa cakup pemeliharaan,
pengelolaan, elanjutnya, Pasal 25
enyampaikan laporan

epada Badan Wakaf

p yang diakui oleh syariah.?2

e. Pasal 30 hin d mor 41 Tahun 2004
tentang Waka Wakalindonesia (BWI) serta
RVE R

Pasal 30 hingga 49 dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf mengatur Badan Wakaf Indonesia (BW1) serta prosedur

pengawasan dan pembinaan wakaf. Pasal 30 hingga 35 menjelaskan

22 Ismail Marzuki, Manajemen Wakaf di Indonesia (Surabaya: Airlangga University Press,
2020), 108.



pembentukan BWI, serta tugas dan fungsi lembaga ini sebagai otoritas
yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan wakaf di
tingkat nasional. Sementara itu, Pasal 36 hingga 40 mengatur
mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan wakaf, termasuk

wewenang BWI untuk membefikan sanksi kepada Nazir yang tidak

menjalankan tanggung p baik. Pasal 41 hingga 49
ayaan wakaf, mencakup

program pelatif@h untukes ot | eningkatan kesadaran

2. Peraturan Peme ] ‘ ngatur pelaksanaan
Undang-Undang Ném : n 20 n akaf

| enyajikan penjelasan

41 Tahun

2004 tentang engenai prosedur

pendaftaran wakaf pengel tugas dan fungsi Badan

Wakaf Indonesi 2554 ing dari Peraturan

Pemerintah ini m k

a. Pasal 1-10 Me@ttﬂrgdﬂe&f&mqral@
Pasal 1 hingga Pasal 10 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42

Tahun 2006 mengatur prosedur pendaftaran wakaf. Proses ini diawali

dengan ikrar wakaf yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta

23 Nurul Huda, Hukum Wakaf dan Implementasinya di Indonesia (Malang: UIN Maliki
Press, 2021), 150.

24 Zahra Dini, Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Hukum Nasional (Bandung: CV
Pustaka Setia, 2020), 121.



Ikrar Wakaf (PPAIW), kemudian dilanjutkan dengan pencatatan dalam
buku register wakaf. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan
keabsahan dan legalitas wakaf, sehingga memberikan perlindungan
hukum bagi wakif (pemberi wakaf), Nazir (pengelola wakaf), dan harta

benda yang diwakafkan. Prosedur pendaftaran ini juga melibatkan

verifikasi dokumen da administrasi lainnya untuk

menjamin bahwa & arat yang ditetapkan oleh
undang-undang

b. Pasal 11-20 enger an @an [ plaan harta wakaf
Pasal 1 asal 2 am | ’emerintah Nomor 42

Tahun 2006 )3 pengel _' pengéinbangan harta wakaf.

Dalam pasal-p i, diatty a anggung jawab Nazir

akup aspek pemeliharaan fisik,
administrasi, Selain itu, terdapat
ketentuan yan i akaf dapat terus berkembang
dan memberik$m3fa jang aﬁnjaq Wi &syarakat. Pasal-pasal
ini juga menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas

dalam setiap langkah pengelolaan harta wakaf.

c. Pasal 21-29 Mengatur pengawasan dan pembinaan wakaf oleh BWI

% Zainal Abidin Ahmad, Pengaturan Wakaf di Indonesia (Yogyakarta: Genta Press, 2017),



Pasal 21 hingga Pasal 29 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2006 membahas mengenai pengawasan dan pembinaan wakaf
yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI memiliki
tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan wakaf dilakukan

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan ini mencakup audit

dan evaluasi terhadap cg p harta wakaf oleh Nazir, serta

mengenai wa kepa asyarakat. Tujuanilari pengawasan dan
pembinaan in K gKatka sionalisme Nazir dan

memastikan o

hukum yang jelas dan meny: elaksanaan wakaf di Indonesia.

Dengan mengatur @spe rtpro aftaran, pengelolaan,
pengembangan, s awa binaan® oleh Badan Wakaf
Indonesia (BWI), Waﬁawi 3tt'wn8t%maastikan bahwa wakaf

dikelola dengan cara yang efektif dan efisien. Selain memberikan

perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, peraturan ini juga

80.

% Imam Santoso, Administrasi Wakaf Modern (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014),



memastikan bahwa wakaf dapat memberikan kontribusi yang signifikan
bagi kesejahteraan umat dan pembangunan masyarakat.?’

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara
dan Syarat Pendaftaran Tanah Wakaf

Peraturan tersebut mengatur secara rinci mengenai teknis pendaftaran

tanah wakaf di Indonesia. B dbuat untuk memastikan bahwa
semua tanah wakaf ‘ ) ' n-hukum®elan terdaftar secara resmi,
sehingga memberi ) ) emberi wakaf), Nazir
(pengelola waka ) 1etim: fa . : ikut adalah beberapa
poin utama dari p
a. Pasal 1-5 Me r syarat dan prc endaftaran tanah wakaf

Syaratan administrasi
Kumen-dokumen

nvakaf, i wakif dan

Nazir, serta bukti kepemi " Prosedur ini melibatkan beberapa

tahapan, mul ari daftaran ke Kantor

Urusan Agam set kasi umen oleh PPAIW,

hingga penerb'pn &tﬁka \Wa&A&l)denetapan syarat dan

prosedur ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses pendaftaran

dilaksanakan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 2

Tanah yang akan diwakafkan harus terlebih dahulu didaftarkan oleh
Wakif kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat.

55.

27 Nurkholis Hidayat, Peran BWI dalam Pengawasan Wakaf (Surabaya: Bina Iimu, 2019),



Pendaftaran tanah wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran tanah wakaf yang
disediakan oleh KUA Kecamatan.?®

b. Pasal 6-12 Mengatur tata cara pendaftaran dan penerbitan sertifikat
wakaf

Setelah Akta Ikrar WakafSeAI\W) diterbitkan, langkah berikutnya

BPN, serta penerbitan
sertifikat tana | e as k@pemilikan. Penerbitan
an kepastian hukum
mengenai stat

I potensi sengketa di

masa depan.?

wakaf menjadi j gga lebih sulit untuk

digugat atau di u . i i bahwa tanah wakaf
dapat dimanfaatkeh &r”ptﬁl&uﬂle@nﬂuan awal wakaf, baik
untuk keperluan ibadah maupun kepentingan umum lainnya.

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 merupakan

langkah krusial dalam pengelolaan wakaf tanah di Indonesia. Dengan

28 Pperaturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Syarat
Pendaftaran Tanah Wakaf.

2 Aisyah Yunus, Wakaf Tanah di Indonesia (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 112.

30 Ahmad Jamil, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Kencana, 2015), 95.



4.

mengatur syarat, prosedur, dan tata cara pendaftaran tanah wakaf, serta
penerbitan sertifikat wakaf, peraturan ini memberikan dasar hukum yang
jelas untuk melindungi dan mengoptimalkan penggunaan tanah wakaf.
Diharapkan, implementasi peraturan ini dapat meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap institusi wakaf dan mendorong lebih banyak

individu untuk berpartisip tik wakaf, yang pada akhirnya
akan memberikan g - besar bagi masYarakat dan pembangunan

sosial. 3!

Instruksi Presid ) entang Penyebarluasan

Beberapa poin utama mengena alam KHI antara lain:

a. Pengertian W
Wakaf, ompHasi Islam¥KH]I), adalah tindakan

hukum yang dww whadiwuﬁlﬁpﬁlembaga, atau badan

hukum dengan memisahkan dan mengelola sebagian dari harta
kekayaannya secara permanen. Tujuan wakaf ini adalah untuk

kepentingan ibadah atau kebutuhan umum lainnya sesuai dengan prinsip

31 Muhammad Syukri, Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf (Jakarta: Kencana, 2014), 45.
%2 Hasan Basri, Regulasi dan Pengelolaan Wakaf (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 140.



syariah. Harta yang diwakafkan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain
dan harus dikelola agar manfaatnya dapat dirasakan secara
berkelanjutan oleh masyarakat.

Wakaf berperan sebagai instrumen sosial dan ekonomi yang

mendukung kesejahteraan umat. Dengan mewujudkan harta wakaf, baik

berupa tanah, bangunan et lainnya, pelaku wakaf (wakif)
memastikan bah te ¢ berikan manfaat jangka
panjang sesuai AN Nig : < enekankan pentingnya

encapai tujuan mulia

(pemberi wakaf), mau erima manfaat wakaf), maukuf

(harta yang dim@k ighat ijab kabul). Wakif
haruslah indi i a hu dan syariah berhak
memberikan afd/l u&lﬂ ag&' pﬁrima manfaat, dapat

berupa individu, kelompok, atau institusi yang akan memanfaatkan harta

wakaf tersebut.

33 Muhammad Nasir, Prinsip dan Praktik Wakaf (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,

2017), 88.



Selain rukun, KHI juga mengatur syarat-syarat sahnya wakaf.
Salah satu syarat penting adalah kapasitas wakif, yang harus cakap
secara hukum dan memiliki hak penuh atas harta yang diwakafkan.
Tujuan dari wakaf juga harus jelas dan ditujukan untuk kepentingan

ibadah atau kebutuhan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan

prinsip syariah.3* Kejela memastikan bahwa harta wakaf

digunakan secara piat awal wakif, sehingga
manfaat wakaf gdan berkelanjutan oleh
penerima ma

c. Pengelolaan
Kompile ekankan pentingnya

pengelolaan , K : anggung jawab untuk

memastikan tercapainy \ a'maksimalnya manfaat bagi
jawab signif ‘ gembangkan, dan memanfaatkan
harta wakaf. :

investasi ya ] :

pengelolaan dwnﬁnﬁsa (ﬂg% nﬁ

ditetapkan oleh wakif.

ilai aset, melakukan
ikan bahwa hasil

tujuan wakaf yang

Nazir harus menjalankan tugasnya dengan amanah dan

profesional, mengutamakan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap

34 Rofi’ Munawar, Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Jakarta: Rajawali Pers,
2018), 102.



aspek pengelolaan. Mereka diharuskan untuk menyusun laporan
keuangan secara berkala, melaksanakan audit internal, dan melaporkan
hasil pengelolaan kepada badan pengawas yang berwenang. Dengan
pengelolaan yang baik dan berintegritas, harta wakaf tidak hanya akan

terjaga keberlangsungannya, tetapi juga dapat berkembang dan

memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dalam
pendidikan, kesehg

d. Pendaftaran dar

Untuk n wakaf, Kompilasi
Hukum Islam dan sistematis terkait
pendaftaran d el a arta Proses ini dimulai dengan

men-dokumen yang diperlukan,

seperti surat bukii n harta, dan identitas
wakif serta Ve
Uﬁaka kukan verifikasi dan

validasi terhadap dokumen yang diajukan untuk memastikan bahwa
semua persyaratan telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika semua syarat terpenuhi, KUA akan menerbitkan Akta Ikrar Wakaf

% Siti Nurhayati, Pengelolaan Harta Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan
Perundangan (Malang: UMM Press, 2019), 125.



(AIW) sebagai bukti sah dari pernyataan wakaf tersebut. Selanjutnya,
harta wakaf akan dicatat dalam register wakaf, dan sertifikat wakaf akan
diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bukti

legalitas kepemilikan.3®

D. Kinerja Nazir Wakaf
Nazir wakaf merupa yang memiliki tanggung
jawab untuk mengelo ta memastikan bahwa
tujuan wakaf dilaksa ditentukan oleh wakif
atau sesuai dengan sangat krusial dalam
menjamin bahwa ha dan sesuai dengan
kebutuhan masyarak
Berikut adalah peran yang biasanya
diemban
1. Pengelolaan H
Nazir berta arta wakaf, termasuk

investasi, pemelih il wa esuai dengan tujuan

yang ditetapkan.®

% Fauzan Azim, Pedoman Praktis Wakaf Tanah di Indonesia (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2020), 147.

87 Zainuddin Maliki, Wakaf dan Pembangunan Masyarakat Berkeadilan (Surabaya:
Bintang Media, 2019), 60.

38 Ahmad Mukri Aji, Tanggung Jawab Nazir dalam Pengelolaan Wakaf (Jakarta: Kencana,
2018), 30.



2. Penjagaan Amanah
Seorang Nazir harus menjalankan tugasnya dengan penuh amanah
dan integritas, mengelola harta wakaf sesuai dengan kepentingan umat dan
prinsip-prinsip Islam.

3. Pelaporan dan Transparansi

Nazir wakaf wajib meg an secara berkala kepada pihak

yang berkepentingan penggunaan harta wakaf,
serta menjaga trans dalam’semitiake kait wakaf.
4. Pengembangan
Nazir mem bangkan harta wakaf
melalui investasi emberikan manfaat
maksimal bagi putuhan yang terus
berkembang.

Sebagai akaf, Nazir bertanggung jawab

atas perlindunga m atas harta wakaf,
termasuk menyel g timBull terkait dengan harta

tersebut.

FONOROGO

3% Muhammad Abdul Aziz, Peran Nazir Wakaf dalam Pembangunan Sosial (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2015), 50.



6. Konsultasi Syariah
Nazir sering kali memerlukan bimbingan dari para ahli hukum syariah
dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan
dengan ketentuan hukum Islam mengenai wakaf.

Dengan menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara efektif,

seorang Nazir dapat memastikan yakaf dimanfaatkan dengan baik

untuk kepentingan umat, Jal en prin psip Islam yang mengatur
wakaf.4

E. Kinerja Nazir dala

Kinerja Nazir d an beberapa peraturan

UU di Indonesia:

harta benda w: af, termas administrasi, yaitu melakukan

pencatatan dan por kala enai penggunaan dan
pemanfaatan hartaien

Pasal 10 da 1 Tahul 2004 tentang Wakaf
menyatakan bahw. 56 ili twgw jaa n kewenangan untuk

mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Tugas Nazir meliputi
aspek administrasi, yang mencakup pencatatan dan pelaporan secara berkala

mengenai pemanfaatan harta wakaf. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk

40 Muhammad Ridwan, Peran Nazhir Wakaf dalam Islam: Teori dan Praktik (Jakarta:
Pustaka Ibnu Katsir, 2021), 56.



memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
wakaf, serta untuk memaksimalkan manfaat dari harta benda wakaf demi
kepentingan umat dan masyarakat secara keseluruhan.*!

PMA No 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara dan Syarat Pendaftaran

Tanah Wakaf

Nazir wajib mend
jawabnya ke Kantor
Akta Ikrar Wakaf d

f yang menjadi tanggung
empat untuk memperoleh

Mengatur
pengembangan pe

an perubahan atau
didaftarkan.

Pasal 4 dan dé | Peraturar enter ma Nomor 73 Tahun
2013 tentang Tat nah Wakaf mengatur
kewajiban Nazir tanah wakaf. Pasal 4
menyatakan bahwa Kan tanah wakaf yang

peroleh

Akta lkrar Wakaf dan Ser akaf. Sementara itu, Pasal 5

etiap perubahan atau

ng telah terdaftar.

Ketentuan ini be u anpengelolaan tanah wakaf
B W oo

dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta

menegaskan bah

perkembangan d

untuk menjaga akuntabilitas dalam pemanfaatan aset wakaf tersebut.*

4! Nashruddin Baidan, Dasar-dasar Hukum Wakaf (Yogyakarta: Ull Press, 2003), 114
42 Hasbi Hasan, Wakaf: Teori dan Praktik (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 56.



2. Kinerja Pengelolaan
UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pasal 11
Mengatur bahwa Nazir harus mengelola dan mengembangkan harta
benda wakaf agar memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan
peruntukannya.
Pasal 12
aan harus dilakukan berdasarkan
esuai dengan ketentuan syariah

Menyebutkan bahwa pen
prinsip transparansi, akunte
Islam.

Pasal 11 dan F 12 ¢ ang- ne Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf m
Nazir dalam me
Nazir wajib men nge ang benda wakaf dengan
tujuan mengopti ' Fifaatnyah Y gan peruntukannya.
Sementara itu, Pé I askan™t i lolaan tersebut harus
rta harus
mematuhi kete n ini adalah untuk
memastikan bahw rikan manfaat maksimal
bagi umat dan m ayaan dan integritas
dalam pengelolaa
PP No 42 Tahun 2806 ﬂtam pEAkERa U R A Tahun 2004 tentang

Wakaf
Pasal 29

Menyebutkan bahwa Nazir harus menyusun rencana kerja tahunan
untuk pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dan

43 Syafiq Hasyim, Hukum Wakaf: Pengaturan dan Implementasi di Indonesia (Jakarta:
Pustaka Alvabet, 2006), 92.



melaporkannya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau otoritas terkait
lainnya.

Pasal 29 dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
mengharuskan Nazir untuk menyusun rencana kerja tahunan terkait

pengelolaan dan pengembangan benda wakaf. Penyusunan rencana

kerja ini bertujuan aga
terstruktur dan ber '," erffgémbang: ang optimal, sehingga
manfaat dari harte ai dengan tujuan yang
telah ditetapkan. an untuk melaporkan
rencana kerja ters a (BWI) atau otoritas
terkait lainnya, g ilitas, dan kesesuaian

dengan ketentuan

ir bertanggung jawab
an keutuhannya dan

Juga menga
atas pemeliharaa
mempertahankan

Menyatakan pahwa p I&r harta ﬁ? wakaf dilakukan agar
tetap dalam kondi y% ﬁi nﬂpﬁji akah sesuai dengan niat
wakif.

Pasal 10 dan Pasal 44 dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf menegaskan peran penting Nazir dalam pengelolaan dan

4 Hernandi Pratiwi, Nazhir Wakaf: Peran dan Tanggung Jawabnya dalam Pengelolaan
Wakaf (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 134.



pemeliharaan harta benda wakaf. Pasal 10 menyatakan bahwa tanggung
jawab Nazir mencakup tidak hanya pengelolaan, tetapi juga pemeliharaan
harta wakaf untuk memastikan keutuhannya dan kelangsungan manfaat
yang dihasilkan. Sementara itu, Pasal 44 menekankan bahwa pemeliharaan

harta wakaf harus dilakukan dengan cermat agar tetap dalam kondisi baik

Mengatur tentand tharaan- [ akaf yang mencakup
kewajiban Nazir ' me a usakan harta wakaf,
serta untuk mengg s g

menggarisbawahi enda wakaf. Pasal-pasal

ini menegaskan ta an melindungi harta

wakaf dari kerus wa hasSif yang diperoleh dari

pengelolaan hartawalg omarﬂat& Quﬂiegan tujuan yang telah
ditentukan oleh wakif. *° Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menjaga
keutuhan dan nilai guna dari harta wakaf, sehingga dapat terus memberikan

manfaat yang berkelanjutan sesuai dengan niat dan maksud wakif.

4 A, Mukti Arto, Prinsip-Prinsip Hukum Wakaf dan Implementasinya (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2009), 66.



Kelompok Kinerja Nazir

1. Kinerja Administrasi
Nazir memiliki tanggung jawab administratif yang mencakup pencatatan,
pendaftaran, pelaporan, dan dokumentasi harta wakaf. Tugasnya termasuk
mendokumentasikan semua aset wakaf yang dikelola, seperti mencatat

lokasi, luas, dan nilai dari setiap ersebut. Selain itu, Nazir juga wajib

mendaftarkan tanah waka Agama (KUA) setempat guna

memperoleh Akta ertagSertifik anah Wakaf yang sah.

-

\
Selain itu, Nazir s D ( aan dan pemanfaatan

harta wakaf kepa an menyimpan semua
dokumen yang pemeliharaan harta
wakaf, termasuk
2. Kinerja Pengelolz
Nazir n angkan harta
wakaf guna me : an secara maksimal

sesuai dengan ketentuan yan U. Sebagai contoh, dalam mengelola

e ik pertanian modern
i . $SBlain itu, Nazir bisa
mengubah lahan #Rosbilg Miaked H&njddi Kdm@ldks pendidikan yang

mencakup sekolah dan pusat pelatihan untuk masyarakat setempat. Nazir

tanah wakaf per

untuk meningka

juga bisa menginvestasikan dana wakaf dalam proyek-proyek yang



memberikan keuntungan berkelanjutan, seperti pembangkit listrik tenaga
surya yang keuntungannya digunakan untuk kegiatan sosial.*®

3. Kinerja Pemeliharaan
Salah satu tanggung jawab utama Nazir adalah memelihara harta benda

wakaf untuk memastikan aset tersghut tetap terjaga dengan baik dan dapat

memberikan manfaat be )_jangka panjang. Contohnya,

=

Nazir secara rutin m Dera vmr- an wakaf, seperti sekolah

pokoh dan aman. Nazir
mencegah kerusakan
pada tanah wak nya ¢ 'L'j stem drainase untuk
mencegah banjir air _ azir bisaJmens oohon di sekitar lahan

wakaf untuk me ner starian lingkungan.

6 Rasyid Ridho, Pengelolaan Wakaf di Indonesia (Jakarta: Grafindo, 2007), 58.
47 Asrorun Niam Sholeh, Wakaf Produktif: Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya
di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2010), 110.



BAB Il

KINERJA NAZIR LWP NU DALAM PENGELOLAAN WAKAF

A. Profil LWP NU Kecamatan Jambon
1. Sejarah

Lembaga Wakaf dan Pegi@mahan Nahdlatul Ulama (LWPNU)

memiliki sejarah panjang aman Hadratus Syaikh KH.

-

7 oKL resmi bernama Statuten
dan Reglement St ---‘i]’ otaris Hendrik Wiliem
s

Hasyim Asy’ari. Pad

Nazembreg di S pasal, salah satunya

menyatakan ba 1 ama’ secara resmi

membentuk Dewa

Asy’ari sebagai R

ketentuan bahwa
"harta wakaf boleh diambil bua asilnya untuk kepentingan umum."
Anggaran rumah tangg dis gre himpunan Nahdlatul
Ulama’ ke-14 yangidi d i 9 di M@&gelang, dan menjadi
panduan operasionrnﬂnu)@\f EAIE S RO % )

Dalam perkembangan organisasi, struktur Stiehting Wagfiah

mengalami berbagai perubahan dari satu Muktamar ke Muktamar lainnya,

tetapi tetap mempertahankan nama tersebut. Pada Muktamar Nahdlatul

56



Ulama’ ke-15 yang berlangsung pada 10-15 Desember 1940, Stiehting
Wagfiah berada di bawah bagian harta yang diawasi oleh Syuriyah.

Seiring berjalannya waktu, Stiehting Waqfiah berkembang menjadi
sub unit tersendiri yang berkedudukan di Surabaya, dengan sejumlah harta
wakaf yang dihimpun atas namanya, baik di tingkat pusat di Surabaya

maupun di tempat lainnya. Salah sataset yang masih dikelola dan diawasi

Wagfiah di Bangil, Kablipaten Basuruan, yang Kiffkdikenal sebagai "Gedung

Wagfiah".

November 1989 d tiehti Ifiah berubah menjadi
Lajnah Wagfiah.

Muktamar ke-30 " diss )gars da 5 November 1999 di

Desember 2004 di Boyolali, Ja ah, Lajnah Augof diubah namanya
menjadi Lembag dan | Ulama (LWPNU).
LWPNU memilik
tanah, bangunan, s@rta Kaktalbendahwakaf fainia nilik Nahdlatul Ulama.
LWPNU mencerminkan komitmen Nahdlatul Ulama dalam
mengelola harta wakaf dengan cermat dan sistematis. Struktur dan fungsi

LWPNU terus disesuaikan dengan kebutuhan zaman, namun tetap setia



pada tujuan awal yaitu memanfaatkan hasil wakaf untuk kepentingan umum

dan kesejahteraan umat.!

. Visi dan Misi

Visi dan misi dari Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama

(LWP NU) dapat dirumuskan ulang sebagai berikut:

Visi:

Menjadi lembaga aan wakaf dan pertanahana

yang amanah, guna mendukung

pembangunan sos atan Jambon sesuai

dengan prinsip-p
Misi:

a. Mengoptimal

akuntabilitas, dé

el m wakaf produktif yang
ening jahte masyarakat dan
mbu komom kat lokal.

u
"PONOROG O

d. Membangun dan memelihara kerjasama dengan berbagai pihak,

melalui edu

c. Merancang d
bertujuan

mendukung

termasuk pemerintah, swasta, dan lembaga keagamaan lainnya, untuk

memajukan pengelolaan wakaf dan pertanahan.

 Arsip dokumen profil LWP NU Kecamatan Jambon.



e. Menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum bagi
masyarakat dalam pengelolaan dan penyelesaian masalah pertanahan
dan wakaf.

f. Melaksanakan inovasi dalam pengelolaan wakaf dan pertanahan dengan

memanfaatkan teknologi informasi serta menerapkan sistem manajemen

yang modern.
g. Memastikan bahwa aan wakaf dan pertanahan

mematuhi pera per fundang: berlaku serta prinsip-
Pertanahan Nahdatul

1) akaf serta

pertana : an Nahdatul Ulama

Kecamata
2) Menjamin 3
sesuai dengan p /a dan

engel
ri
" O N I 0o
yang berlaku.

nahan dilaksanakan

ntuan hukum positif

b. Fungsi
1) Pengelolaan Aset

a) Menginventarisasi dan mendata aset wakaf serta pertanahan.

2 Arsip dokumen profil LWP NU Kecamatan Jambon.



b) Melakukan perawatan, pemeliharaan, dan pengembangan aset
wakaf dan pertanahan.
2) Administrasi dan Dokumentasi

a) Menyusun dan memelihara arsip dan dokumen terkait wakaf dan

pertanahan.
b) Menyediakan laporal kala tentang pengelolaan wakaf dan
pertanahan kep r entingan.

3) Sosialisasi dé
Intuk  meningkatkan
nya wakaf.

untuk meningkatkan

4)

b) Menyediakan layanal asi dan penyelesaian sengketa terkait
aset w ert
5) Kerjasam itkaa

a) Membah§uijerihgaf kedsata deigdhMembaga pemerintah,

swasta, dan organisasi keagamaan lainnya.

b) Mencari dan memanfaatkan sumber daya eksternal untuk

mendukung pengelolaan wakaf dan pertanahan.



6) Evaluasi dan Pemantauan
a) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap
pengelolaan aset wakaf dan pertanahan.
b) Menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan.

7) Kepatuhan Hukum

a) Menjamin - setiap ak pengelolaan wakaf dan

Ulama (LWP NU)

Le
Kecamatan Jambo rtifikasi resmi atas
tanah wakaf yang m

ntuk melindungi serta

mengelola tanah wak uai demgan peraturan hukum

yang berlaku. Proses i ak ha untuk memberikan

| PFPONOROGO
kepastian hukum bagi tanah wakaf, tetapi juga untuk memastikan bahwa aset
tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat.
Menurut data terbaru, Kecamatan Jambon memiliki total 267 bidang

tanah wakaf yang dikelola olehn LWP NU. Dari jumlah tersebut, sebanyak 66
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bidang telah berhasil memperoleh sertifikat legal, yang menandakan kemajuan
signifikan dalam upaya legalisasi tanah wakaf di wilayah ini. Namun, masih
terdapat 201 bidang tanah yang belum mendapatkan sertifikasi, yang
mencerminkan tantangan dan tugas yang harus diselesaikan oleh LWP NU

untuk memastikan semua tanah wakaf memiliki status hukum yang jelas dan

terlindungi.
Hal tersebut sesuai defgan we ara bersama Bapak Edy Santoso yang
mengatakan bahwa:

“LWP NU Kecamata
66 dari 267 bidang t
untuk melindungi da
tantangan masih ada
LWP NU untuk terus
hukum yang jelas de

anah wakaf sebanyak
si. Proses ini penting
anah wakaf. Namun,
rsertifikasi, menuntut
akaf memiliki status

LWP NU Kecamiitan Jagg e an kem@juan dalam sertifikasi

tersertifikasi, penti i ecara optimal.

Proses administrasi yang di dalam pendaftaran, pemeliharaan,
dan penggunaan wak in enilai kinerja Nazir.
Administrasi yang efiSien u i fesionalisme dalam

pengelolaan aset wak@f i nfehcadkbp#fentaftafdn #kaf yang sistematis,

pemeliharaan aset yang baik, dan penggunaan wakaf sesuai dengan tujuan yang
ditetapkan. Dengan demikian, aset wakaf dapat dikelola secara optimal dan

memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
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Proses administrasi pendaftaran wakaf di LWP NU Kecamatan Jambon
dimulai dengan pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan dari wakif.
Dokumen-dokumen ini meliputi sertifikat tanah, surat pernyataan wakaf, dan
identitas wakif. Setelah semua dokumen terkumpul, proses pendaftaran

biasanya memakan waktu sekitar dua minggu, tergantung kelengkapan

dokumen yang diserahkan. LWP gemberikan bantuan kepada wakif

dalam melengkapi dokum Intuk memastikan proses

pendaftaran tidak terha

Pernyataan ini kukan bersama Bapak

Miftah, yang menyate

, pemeliharaan, dan
A profesional Nazir di
mastikan pengelolaan
an  dokumen hingga
ggu. LWP NU juga
n lancar dan

“Proses administras
penggunaan wakaf
LWP NU Kecamatan
aset wakaf yang
pendaftaran yang
membantu w
aset waka

Proses adm : : ecamatan Jambon
menunjukkan Kinerjalprofe jala , pemeliharaan, dan
penggunaan wakaf.
kelengkapan dokume optimalkan manfaat

| O N O ll OGO
wakaf bagi masyarakat.
Salah satu faktor utama yang menyebabkan banyaknya tanah wakaf yang

belum tersertifikasi adalah ketidaktersediaan sertifikat untuk sebagian besar

tanah tersebut. Tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat mengalami
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kesulitan dalam proses administrasi pendaftaran sertifikat wakaf. Proses ini
sering kali memakan waktu lama dan menghadapi berbagai tantangan, baik dari
sisi  teknis maupun administratif, seperti pengumpulan dokumen yang
diperlukan, verifikasi status tanah, serta biaya yang terkait dengan penerbitan
sertifikat.

Kurangnya sertifikasi tanah wakafiberdampak negatif pada pengelolaan

dan perlindungan aset waka nah we belum tersertifikat rentan
terhadap sengketa kepen @n a 6 g an tidak sesuai dengan niat
wakif (pihak yang mewake A 2 Anah yanghtidak bersertifikat sulit
untuk dikembangka Al untuk kepentingan
umum, yang pada 3 manfaat sosial dan
pendaftaran sertifikat
Indonesia

(BWI), serta pemeri dapat memberikan

dukungan melalui simplifikasi prose penyediaan layanan bantuan hukum,
dan subsidi biaya pen€ki rti A wa ang belum terdaftar.
Selain itu, perlu ada n a yarakaliinengenai pentingnya

sertifikasi tanah wakafi®Defighnkésaiaralifaigieih tifidyi, proses pendaftaran

dapat berjalan dengan lebih cepat dan efisien.

Pernyataan ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak
Haris, yang menyatakan bahwa:

“Ketiadaan sertifikat penerbitan untuk banyak tanah wakaf menyebabkan
hambatan dalam proses administrasi pendaftaran, memerlukan waktu lama,



dan menghadapi kendala teknis serta biaya. Tanah wakaf yang belum
tersertifikat rentan terhadap sengketa dan penggunaan tidak sesuai niat wakif,
mengurangi potensi manfaatnya. Penyelesaian masalah ini memerlukan
kolaborasi antara Nazir, Badan Wakaf Indonesia, dan pemerintah untuk
menyederhanakan prosedur, menyediakan bantuan, serta meningkatkan
kesadaran masyarakat.”®

Kurangnya sertifikasi tanah wakaf menghambat pengelolaan aset dan

rentan terhadap sengketa. Kolaborasimantara Nazir, BWI, dan pemerintah

diperlukan untuk menyeder dan meningkatkan kesadaran

Luas total ta ’_ J lehSEembaga Wakaf dan
Pertanahan Nahdlatul ambon mencakup 1,58
hektar yang telah berhg . Sertifikasi ini adalah
langkah
sesuai dengan kete ya sertifikat, tanah
wakaf tersebut memil potensi manfaatnya

1N
Namun, masih téftapa akaf yang belum tersertifikasi.

dimaksimalkan demi

FONOROGO

Tanah-tanah ini terdiri dari berbagai jenis aset, termasuk tanah dan bangunan

yang memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum.
Ketidaklengkapan sertifikasi ini mengindikasikan bahwa LWP NU masih

memiliki tugas penting dalam memastikan semua tanah wakaf memiliki status
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hukum yang jelas. Dengan demikian, upaya untuk mengoptimalkan manfaat
sosial dari tanah wakaf dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan
berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Mansur dalam wawancara yang

menyebutkan bahwa:

“LWP NU Kecamatan Jambon
tersertifikasi, memastikan kepg
masyarakat. Namun, 5,40
menunjukkan tantangan
diperlukan untuk men
memiliki status huku
kesejahteraan masya

8 hektar tanah wakaf yang telah
potensi manfaat maksimal bagi

Upaya berkelanjutan

ga semua aset wakaf
secara optimal untuk

Dari total 6,98 WP NU Kecamatan

Jambon, 5,40 hektar b emiliki potensi besar
untuk dimanfaatkan Ssi yang belum tuntas
menunjukkan perlunya an manfaat sosial.

Jeni
Kinerja seorang Nagif. nis kegiatan yang
dapat dilakukan unt kondisi tanah seperti
lokasi geografis juga dapat diperoleh dari
bahwa®tanah wakaf dikelola

FONOROGO

dengan baik sesuai dengan jenis dan kondisinya untuk memaksimalkan

tanah wakaf tersebut.

manfaatnya.
Data dari 13 desa di Kecamatan Jambon mengungkapkan bahwa

Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdatul Ulama (LWP NU) mengelola sekitar
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45 bidang tanah wakaf yang saat ini aktif dimanfaatkan untuk berbagai
kepentingan komunitas, termasuk pembangunan masjid, madrasah, dan musala.
Pengelolaan tanah wakaf ini mencerminkan komitmen kuat LWP NU
Kecamatan Jambon dalam memanfaatkan aset wakaf untuk mendukung
kebutuhan spiritual dan pendidikan masyarakat setempat. Tanah wakaf yang

tersebar di berbagai lokasi ini menunjukkan potensi besar bagi LWP NU untuk

wilayah tersebut.

Selain itu, per _ A ' ] vakaf esar 20% dalam lima
tahun terakhir menun artisipasi masyarakat
dalam berwakaf. Pert as cakupan pelayanan
LWP NU, tetapi jug dalam meningkatkan
kesejahteraan sosial 2ngan komitmen yang
tuk terus
meningkatkan kontei C ihkegiatan keagamaan

dan sosial yang bermanfaat bagi mas

Kegiatan yang Sl n
wakaf menjadi indik p d
Kegiatan ini dapat mefcaklppéhgembariin €tu Héndgklblaan bangunan untuk

digunakan oleh kegiatan masyarakat. Upaya untuk memaksimalkan manfaat

manfaat dari tanah

nerja seorang Nazir.

dari tanah wakaf komitmen Nazir untuk mengelola aset wakaf secara efektif

dan produktif.



Hal tersebut sesuai dengan wawancara bersama Bapak Anwar Soleh
yang mengatakan bahwa:

“Jenis dan kondisi tanah wakaf adalah faktor kunci LWP NU Kecamatan
Jambon mengelola 45 bidang tanah wakaf yang aktif untuk komunitas,
menunjukkan komitmen dalam mendukung kebutuhan spiritual dan pendidikan.
Pertumbuhan 20% tanah wakaf dalam lima tahun terakhir mencerminkan
peningkatan partisipasi masyarakat Upaya maksimalisasi manfaat tanah
wakaf mencerminkan komitmen Nazigsdalam mengelola aset secara efektif,
meningkatkan kesejahteraan sosig anan komunitas.

Jenis dan kondisi aruhi kinerja Nazir dalam

mengelola aset wakaf. penunjukkan komitmen
kuat melalui pengela rluan komunitas dan
pertumbuhan 20% ta lal dan keagamaan.
. Kinerja Pemelihara ertanahan Nahdatul
Ulama (LWP NU) K

Pemeliharaan a Jambon adalah aspek
krusial u

optimal sesuai den ahami pentingnya

d ah maupun bangunan,
ikan kontribusi bagi
r d al |n| WP NU melibatkan

PONOIO

petugas khusus dari lingkungan setempat, yang dipilih berdasarkan kepercayaan,

perawatan yang baik t
agar dapat terus berf

kesejahteraan masya

kompetensi, serta kapabilitas mereka dalam merawat dan mengelola aset wakaf.
Peran petugas ini sangat strategis dalam pengelolaan wakaf. Salah satu

tugas utama mereka adalah melakukan inspeksi rutin terhadap semua aset wakaf
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yang berada di bawah pengelolaan LWP NU. Inspeksi ini tidak hanya
melibatkan pengecekan kondisi fisik tanah dan bangunan, tetapi juga penilaian
terhadap fasilitas tambahan seperti jaringan listrik, sistem sanitasi, dan
infrastruktur lainnya.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Jamad, yang

menyatakan bahwa:

“Pemeliharaan aset wakay di VU Ke€dgatan Jambon krusial untuk
memastikan pemanfaatar T [ if. LWP NU melibatkan
petugas lokal yang kor gelola aset, termasuk
melakukan inspeksi ondisi fisik, fasilitas
tambahan, dan infrast 2rfungsi maksimal dan
berkontribusi bagi ke g0

Pemeliharaan n Jambon melibatkan
an aset tetap optimal
dan berfungsi maksi

Melaluigwi i ini, petugas. bertugas identifikasi setiap
kerusakan, keausan pada aset wakaf.

Sebagai contoh, jika ada banguna af yang digunakan sebagai masjid,

petugas akan memer u iha kah ada kebocoran,
memeriksa dinding K i i akan kelembaban, serta
memastikan bahwa lariféi de fasilitaSHaifily eratla délam kondisi yang layak

digunakan oleh jamaah.
Selain inspeksi, perawatan rutin juga menjadi bagian integral dari

tanggung jawab petugas pemeliharaan. Perawatan ini mencakup berbagai
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tindakan untuk menjaga kondisi fisik aset wakaf agar tetap baik. Misalnya, jika
ditemukan genteng yang bocor, petugas akan segera melakukan perbaikan
untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada bangunan. Selain itu, pengecatan
ulang dinding yang mulai pudar atau rusak juga menjadi bagian dari perawatan

rutin untuk memastikan bahwa bangunan tetap terjaga estetikanya dan terhindar

dari kerusakan yang lebih parah. jalan akses menuju lokasi wakaf

juga dilakukan untuk mem mengakses fasilitas yang
disediakan.
Tindakan prev m pemeliharaan aset
wakaf. Petugas peme kerusakan sebelum
terjadi dengan mela n e . Jka entifiy seperti pemangkasan
tanaman yang tumb yang dapat merusak
struktur bangunan jika
ito, yang
menyatakan bahwa
Kecamatan Jambon
asi kerusakan dan

cor dan pengecatan

dalam kondisi baik,
» 10

“Petugas pem
secara aktif melak
melakukan perawata
ulang dinding. Upay
berfungsi optimal, da

; .
FONOROGO

Petugas pemeliharaan di LWP NU Kecamatan Jambon melakukan
inspeksi, perawatan rutin, dan tindakan preventif untuk menjaga kondisi aset

wakaf. Ini mencakup perbaikan, pembersihan, dan pencegahan kerusakan guna

memastikan fasilitas tetap optimal dan bermanfaat.
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Pemeliharaan yang dilakukan oleh petugas tidak hanya difokuskan pada
aspek fisik aset wakaf, tetapi juga pada pemanfaatannya sesuai dengan niat awal
dari wakif. Sebagai contoh, jika sebuah tanah wakaf diamanahkan untuk
pembangunan fasilitas pendidikan, petugas akan memastikan bahwa tanah
tersebut benar-benar digunakan untuk tujuan tersebut dan tidak dialihfungsikan

untuk keperluan lain yang tidak ai dengan amanah wakif. Dengan

pendekatan ini, aset wakaf dg manf. secara optimal sesuai dengan
tujuan awalnya.
Selain itu, yang berasal dari
masyarakat setempa I. Pertama, hal ini
menumbuhkan rasa Set wakaf di kalangan
masyarakat. Kedua, p: araan ini membangun

tanggung jawab kolek

akhirnya mendukung
dapat memastikan bahwa aset wake

dikelola akan terus memberikan
hteraan masyarakat
fitus
Hal ini sejalan #&ndah Hasil Glevahcata d€igafBapak Tarmuji, yang

menyatakan bahwa:

manfaat yang signifi

sekitarnya, sesuai den

“Pemeliharaan aset wakaf oleh LWP NU Kecamatan Jambon meliputi
perawatan fisik serta pemanfaatan yang sesuai dengan tujuan wakif. Petugas
bertanggung jawab memastikan tanah wakaf digunakan sesuai amanah,
dengan melibatkan masyarakat setempat untuk membangun rasa memiliki dan
tanggung jawab bersama. Dengan perawatan yang baik dan partisipasi aktif
masyarakat, LWP NU berupaya agar aset wakaf dapat terus memberikan



manfaat yang berkelanjutan dan mendukung kesejahteraan masyarakat sesuai
dengan niat awal wakif. 1t

Pemeliharaan aset wakaf oleh petugas lokal memastikan pemanfaatan
sesuai tujuan wakif dan membangun rasa memiliki di masyarakat. Keterlibatan

masyarakat dan perawatan yang baik mendukung keberlanjutan manfaat wakaf.

11 Lihat transkip: 9/W/V/2024



BAB IV
KINERJA NAZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI LEMBAGA
WAKAF DAN PERTANAHAN NAHDATUL ULAMA KECAMATAN

JAMBON PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

A. Kinerja Administrasi Nazir Leg akaf dan Pertanahan Nahdatul
Ulama (LWP NU) Kecam R .,'Gfm‘l}":. dengelolaan Wakaf Tanah
Berdasarkan Hukum :

Untuk menilai ir dalam pengelolaan
wakaf berdasarka pek penting perlu
dipertimbangkan. E dokumentasi menjadi
fokus utama. Nazir h af terdaftar secara sah

dan lengkap sesuai deng perlaku. Ini mencakup

nya yang

Berikut ini ada et la a hukum positif untuk
menilai kKinerja admi
1. Undang-Undang or ang af
FPONOROGO
Pasal 12 ayat 1. "Nazir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

berhak mendapatkan imbalan yang diambil dari hasil pengelolaan dan

pengembangan harta benda wakaf."*

! Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

73



2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pasal 36 ayat 1: "Nazir wajib menyampaikan laporan secara tertulis

kepada Badan Wakaf Indonesia sekurang-kurangnya satu kali dalam satu

tahun."

3. Peraturan Mente ; ; ahun 2 entang Tata Cara dan
wakaf diajukan oleh

aran tanah

wakaf dengan

4. Instruksi Presiden Nomor h tentang Penyebarluasan Kompilasi
Hukum Islam (K

Buku 11l temgan f a2 158 ayat Nazir berkewajiban

mengelola dan me@aﬂi e Wakds @r ﬂa@tuh ke tangan orang

yang tidak berhak."

2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

3 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Syarat
Pendaftaran Tanah Wakaf



Buku Il tentang Wakaf Pasal 217 ayat 1: "Nazir harus membuat
laporan secara berkala mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Badan
Wakaf Indonesia."*

LWP NU Kecamatan Jambon giat dalam memperoleh sertifikasi tanah

wakaf untuk meningkatkan perlindupgan dan pengelolaan aset wakaf sesuai

dengan hukum positif di Indg 67 bidang tanah wakaf yang

.

ada, sebanyak 66 bidangH€ h\'ﬁa ti
AN
dl 10 .ﬂ -!‘ ""

sertifikasi ini merup \ astikan bahwa tanah

asi secara resmi. Proses
wakaf memiliki per sehingga Nazir dapat
mengelolanya denga

Kinerja admi i Nazi am..mengel ola¥ tanah wakaf adalah
cerminan dari profes lisme 0 as laan yang dilakukan.
Administrasi.yanguefisi .- smelibatkanstidakehanya proses
pendaftaran tanah

Nedan pemanfaatan aset

tersebut sesuai dengan amanah ya an oleh wakif. Pendaftaran yang

teratur memastikan h entasi dengan baik,
sementara pemelihar. a oduktivitas dan kondisi tanah
wakaf. Penggunaan tamafyyakaf @gwsg' depognytujuannya menjamin
bahwa manfaat dari aset tersebut dapat sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat.

Proses administrasi pendaftaran wakaf di LWP NU Kecamatan Jambon

dimulai dengan pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan dari wakif,

4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
(KHI)
5 Lihat transkip: 2/W/V/2024



seperti sertifikat tanah, surat pernyataan wakaf, dan identitas wakif. Setelah
semua dokumen terkumpul, proses pendaftaran biasanya memerlukan waktu
sekitar dua minggu, meskipun waktu ini dapat bervariasi tergantung pada
kelengkapan dokumen yang diserahkan. Untuk memperlancar proses ini, LWP

NU juga memberikan dukungan kepada wakif dalam melengkapi dokumen-

dokumen yang diperlukan, sehi es pendaftaran dapat dilakukan
dengan lebih efisien dan ar. [ : adr asi yang terkelola dengan
baik, LWP NU Kecar
dikelola secara prof
manfaat maksimal b

Ada beberapa ukum positif dalam
pengelolaan wakaf o Dari total 267 bidang
tanah wakaf yang di emiliki sertifikat. Hal
ini men
ketentuan Pasal 1 ahun 2004 tentang
Wakaf, yang mewaji

ns rtifikasi.
tikan es pendaftaran dilaksanakan
dengan transparan dam aku a n Peratlran Menteri Agama

Penting untuk
FONOROGO

Nomor 73 Tahun 2013. Selain itu, laporan berkala mengenai pengelolaan

wakaf harus disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan Pasal 40 Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Mengatasi ketidaksesuaian ini akan

6 Lihat transkip: 3/W/V/2024



memperkuat kepatuhan terhadap regulasi dan meningkatkan perlindungan
hukum dalam pengelolaan wakaf.

LWP NU belum melaporkan penggunaan dan pemanfaatan harta wakaf
secara berkala kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang mengurangi

tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Hal ini belum

sejalan dengan ketentuan Pasal Buku 111 tentang Wakaf, yang
menyatakan bahwa "Nazi Jib me | la p secara berkala mengenai
pelaksanaan tugasnye _ a e kaf Inc i1a." Masalah tersebut
terjadi karena berba adapi oleh LWP NU
sebagai Nazir, sepe pan data yang harus

dipenuhi dalam prose
B. Kinerja Pengelolaa ertanahan Nahdatul
Ulama (LWP NU) Kee ukum Positif

tanah berdasarkan

Berikut ini adalah nt hukum positif untuk
menilai kinerja Nazi .
1. Undang-Undang or téntang af
FONOROGO
Pasal 32 Ayat (1): “Nazir bertanggung jawab untuk mengelola dan
mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. ”’

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

" Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf



Pasal 45 Ayat (1): “Nazir wajib membuat laporan tertulis mengenai
pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. ’®
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi

Hukum Islam (KHI)

Pasal 221 Ayat (1): “Na i memelihara dan mengelola harta
benda wakaf sesuai deng
Luas total tanah P NU di Kecamatan
Jambon adalah 6,98 ersertifikat, sementara
5,40 hektar lainn elum sertifi Ketidaksesuaian ini
menunjukkan potens ahteraan masyarakat,
asalkan tanah-tanah ga bisa mendapatkan
perlindungan hukum ikelola meliputi tanah
komunitas.®
Jenis dan kondisk
menilai kinerja Nazi jenis kegiatan yang
dapat dilakukan, apa , atau pembangunan
fasilitas umum seperti masﬁ madr%h*au?usﬂ;\ galn itu, kondisi tanah,

termasuk lokasi, aksesibilitas, dan kualitas, sangat menentukan potensi manfaat

yang dapat diperoleh. Nazir perlu memastikan bahwa pengelolaan tanah wakaf

8 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

9 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
(KHI)

10 |ihat transkip: 5/W/V/2024



sesuai dengan karakteristik masing-masing agar manfaat yang dihasilkan dapat
maksimal untuk masyarakat.!

Menurut data dari 13 desa di Kecamatan Jambon, LWP NU saat ini
mengelola sekitar 45 bidang tanah wakaf yang aktif digunakan untuk keperluan

komunitas, seperti masjid, madrasah, dan musala. Ini mencerminkan komitmen

LWP NU Kecamatan Jambo aecmanfaatkan aset wakaf untuk

Penyebaran tanah wak erbé menu an potensi besar bagi
| dan bermanfaat bagi
masyarakat setempa ing signifikan dalam
jumlah tanah waka dalam lima tahun
terakhir, yang men artisipasi masyarakat
dalam berwakaf sema

Ke

tanah wakaf menj

Nazir. Kegiatan ini bis@ime a engelolaan bangunan
yang digunakan unt tan a i JPembangunan fasilitas
pendidikan, tempat ah, sardna“sos i ' Upaya Nazir untuk

si kinerja seorang

FONOROGO

memaksimalkan manfaat dari tanah wakaf menunjukkan komitmen mereka

dalam mengelola aset wakaf secara efektif dan produktif, serta berkontribusi

11 Lihat transkip: 6/W/V/2024



secara signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan perkembangan komunitas
lokal. 12

Kinerja Nazir LWP NU Kecamatan Jambon dalam pengelolaan tanah
wakaf menunjukkan adanya beberapa hal yang belum sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2006 mengenai Pelaksanaan Ung ag Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf, Pasal 45 Ayat (1
tertulis mengenai pe
Namun, LWP NU s
pelaporan pengelolas

Selain itu, iden’ N . I ahun 1991 tentang

Penyebarluasan Ko

menegaskan bahwa v meme | engelola harta benda

sepenuhnya meng h yang diberikan,

terlihat dari adanya aatkan sesuai dengan

tujuan wakif. Hal in tor didtar kemampuan Nazir

dalam pengelolaan, seperti b at wakar sehingga belum bisa

FPONOROGO

dikelola sebagaimana mestinya.

12 |ihat transkip: 6/W/V/2024



C. Kinerja Pemeliharaan Nazir Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdatul
Ulama (LWP NU) Kecamatan Jambon dalam Pengelolaan Wakaf Tanah
Berdasarkan Hukum Positif

Kinerja pemeliharaan Nazir Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdatul
Ulama (LWP NU) Kecamatan Jambon dalam pengelolaan wakaf tanah

berdasarkan hukum positif dapat digs@luasi melalui beberapa aspek utama.

Berikut ini adalah ketentuan gberapa hukum positif untuk

Pasal 11 A 3 [UIga I lihara dan mengelola

Pasal 12 A _ : ) ha ‘ ihagaailan pengelolaan harta

benda wakaf, Na ] agai pelaksana teknis
' 0 atas pelaksanaan

pada ayat (2)."

pemeliharaan dan pengelolaan penda wakaf sebagaimana dimaksud
2. Peraturan Pemerlri

leelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41iFahli 2004 €itafig\Wakailh €
Pasal 10 Ayat (1): "Nazir wajib memelihara dan mengelola harta
benda wakaf sesuai dengan peruntukannya dan bertanggung jawab atas

pemeliharaan dan pengelolaan harta benda wakaf."



Pasal 10 Ayat (2): "Pemeliharaan dan pengelolaan harta benda
wakaf oleh Nazir dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, profesionalisme,
dan transparansi.”

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan

Syarat Pendaftaran Tanah Wakaf

Pasal 22 Ayat (1): " gelihara tanah wakaf yang telah

didaftarkan untuk me junaan harta benda wakaf
tersebut."”

Pasal 22 A h wakaf, Nazir wajib

melakukan lang sif terhadap segala

tindakan yang d

4. Instruksi Presiden DT, ] ah ebarluasan Kompilasi

Hukum Islam (KH

agar tetap terp

wakaf."
Pasal 222

harus berorientavaa kwnagau

pihak manapun."

anfaatkan sesuai dengan tujuan

an yangidilakukan oleh Nazir
%m&n ak boleh merugikan
Pemahaman terhadap pasal-pasal tersebut dan menunjukkan bahwa

kinerja Nazir dalam memelihara tanah wakaf mencakup kepatuhan terhadap

13 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum
Islam (KHI)



peraturan hukum positif serta aspek teknis dan sosial pengelolaan tanah
wakaf.

Pemeliharaan aset wakaf di LWP NU Kecamatan Jambon adalah aspek

krusial dalam pengelolaan wakaf. Proses ini melibatkan petugas yang berasal

dari masyarakat setempat, yang ditunjuk untuk memastikan aset tersebut

dirawat dan dikelola dengan bai -petugas ini dipilih dan ditunjuk
secara langsung oleh L NU, | arkal percayaan dan kapabilitas
mereka dalam menjag:
dalam memastikan b ah maupun bangunan,
tetap berada dalam K
yang maksimal kepa

Tugas utama jas P f up inspeksi berkala

terhadap aset-aset wake ) arsebut bertuj ituk memeriksa kondisi

lainnya. Selama i cekan menyeluruh

untuk mengidentifik

a ang mungkin terjadi.
Misalnya, untuk ban t atau rasah, petugas akan
memeriksa kondisi s fasilit8S penunjang lainnya,

FONOROGO

seperti instalasi listrik dan sanitasi. 1

Selain inspeksi, petugas juga bertanggung jawab untuk melakukan
perawatan rutin yang diperlukan guna menjaga agar aset wakaf tetap dalam

kondisi baik. Perawatan ini meliputi perbaikan kecil, seperti memperbaiki

14 Lihat transkip: 7/W/V/2024



genteng yang bocor, mengecat ulang dinding yang mulai pudar, atau
memperbaiki jalan akses menuju lokasi wakaf. Tindakan preventif juga
dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah di masa mendatang.
Misalnya, petugas mungkin melakukan pemangkasan tanaman yang dapat

merusak struktur bangunan.

Pemeliharaan yang dilak as ini tidak hanya berfokus pada

aspek fisik, tetapi juga gastikan bahwa aset wakaf
digunakan sesuai de ). Sebagai contoh, jika
suatu tanah wakaf di s pendidikan, petugas

akan memastikan ba anah terse etap digur sesuai amanah wakif

dikelola oleh L n dapat terawat dengan baik,

berkelanjutan, dan ng signifikan bagi

kesejahteraan masya
&caatan Jambon dalam
pengelolaan wakaf tanah menunjukkan beberapa hal yang belum sesuai dengan
hukum positif. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

Wakaf Pasal 12 Ayat (2) yang mengatakan bahwa "Dalam hal pemeliharaan

15 Lihat transkip: 8/W/V/2024
16 Lihat transkip: 9/W/V/2024



dan pengelolaan harta benda wakaf, Nazir dapat menunjuk pihak lain sebagai
pelaksana teknis berdasarkan persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia.” dan
Pasal 12 Ayat (3): "Nazir bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeliharaan
dan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2).".
LWP NU belum melakukan tanggung jawabnya sebagai Nazir dengan baik,

terlihat dari pelimpahan atau penunjukai petugas pemelihara dari lingkungan

sekitar harta wakaf. Walaup I'ini d hbkan dalam Pasal 12 Ayat (2)
yang mana LWP NU diefbole pemenunjuk ] lain sebagai pelaksana
teknis berdasarkan perSétu '. AW/ prakiipya setelah penyerahan
tugas LWP NU belu i al da ' . 2Ngawasan secara berkala,
hanya bergerak keti

kondisi tanah wakaf SeGarait i H giadifloroblematika Nazir di

Syarat Pendaftaran Tanah Wakaf : "Dalam pemeliharaan
tanah wakaf, Nazir b reventif dan represif
terhadap segala ti a i kaf." dan Instruksi
Presiden Nomor 1 TaMuiL2odW téhian§iPhyetfludsan Kompilasi Hukum
Islam (KHI) Pasal 222 Ayat (2) KHI: "Pemeliharaan yang dilakukan oleh
Nazir harus berorientasi pada kepentingan umum dan tidak boleh merugikan

pihak manapun.” Penyerahan tugas oleh LWP NU tersebut dapat menimbulkan



potensi terjadinya tindakan yang dapat merugikan dan pemeliharaan tidak lagi

berorientasi pada kepentingan umum.




BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, skripsi ini menghasilkan

beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Kinerja administrasi ecamatan Jambon belum

sepenuhnya sesuai positif, terutama terkait
dengan sertifika g tanah wakaf yang
dikelola, hanya ¢ sehingga 201 bidang
belum memenuh g-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tents elum secara rutin dan
berkala melapor harta wakaf kepada
Badan \/ Il tentang
Wakaf Pasal asi dan akuntabilitas

dalam pengelolaan wakaf. Ma: ersebut terjadi karena problemtika

yang dihadapi Nazig s ko eja kinerja administrasi
belum dapat dimaksim

2. Kinerja Nazir L\WP Kb Récdhietdil diiboblddldm pengelolaan tanah
wakaf belum sepenuhnya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

(KHI). LWP NU belum memenuhi kewajiban untuk menyusun laporan

86
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mengenai pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, serta belum
mengelola aset wakaf sesuai dengan peruntukannya, yang terlihat dari
adanya lahan kosong yang belum dimanfaatkan sesuai amanah wakif. Hal
ini merupakan problematika lanjutan hasil dari masalah administrasi yang
belum dapat dituntaskan oleh Nazir.

3. Kinerja pemeliharaan Nazir NU Kecamatan Jambon dalam

pengelolaan tanah waka m sesu agan hukum positif, terutama
dalam hal tanggung jalieb d o 3san. MEskipun LWP NU diizinkan
untuk menunjuk
BWI, pengawasa
sehingga kondisi . o1 baik. Hal ini belum
sesuai dengan ir untuk melakukan
langkah-langkah 2liharaan tanah wakaf
serta lentasi pada
kepentingan um 1 omor 41 Tahun 2004

dan Peraturan Menteri Agama N 3 Tahun 2013. Hal tersebut terjadi
karena ketidak seSu@i Sio g pemeliharaan yang terbatas
dengan jumlah bidangftanah yang menjadi
tanggungjawab Nair €3 N © W ©O € ©O
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan mengenai ketidaksesuaian dalam pengelolaan

wakaf oleh Nazir LWP NU Kecamatan Jambon, disarankan tiga langkah untuk

meningkatkan kepatuhan terhadap hukum positif:
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1. Peningkatan Sertifikasi Tanah Wakaf
Nazir perlu segera memulai proses sertifikasi untuk 201 bidang tanah
wakaf yang saat ini belum memiliki sertifikat, sesuai dengan ketentuan
Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Tindakan ini
sangat penting untuk memastikan legalitas kepemilikan tanah wakaf dan

memberikan kejelasan mengenai hukum aset tersebut.

2. Pengelolaan Produktif dan
Nazir perlu ah wakaf agar sesuai

dengan peruntuka 22 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor ncal » lolaan yang produktif
dan strategis unt y | an ekonomi dari aset
wakaf tersebut.

3. Peningkatan Trans
pelaporan

pengelolaan w. p akuntabel, sesuali

dengan Peraturan Menteri Aga omor 73 Tahun 2013 dan Pasal 40
Peraturan Pemeri or 6. ir harus memastikan
bahwa laporan a i wa dan sesuai dengan

ketentuan yang BErldkl, PNderfid idndnbhillpefsyaratan hukum dan
mendukung integritas administrasi dalam pengelolaan wakaf.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan Nazir LWP NU

Kecamatan Jambon dapat meningkatkan kinerja pengelolaan wakaf tanah agar

sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.
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